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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pajabat Pengguna
Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara Jain menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD adalah salah satu entitas Pelaporan di
bawah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Laporan tersebut berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomoir 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan  khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada
Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen. dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sarolai Februari 2021

RIDUAN.S.STP.ME
NIP. 19780425 199711 1 001
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Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
vang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran: (b) Neraca: (¢) Laporan
Operasional; (d) Laporan Perubahan: dan (¢) Catatan atas Laporan Keuangan e

lahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

[aporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian B
-IL__, O——
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan W il
|
anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesual |
. = —“+—
: ! . ' |
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. o
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PEMERINTAH KAB
SKPD :
LAPORAN RE,
UNTUK TAHUN YANG

1.01.05.01. SATUAN
ALISASIT ANGGARAN
BERAKHIR SAMPAY

T\.\r\\
kode Jumlah
Rekening Uraian Anggaran
1 2 3
2, BELANJA 7.728.855.940,50
2.1, BELAN)A OPERAS] 7.684.255.960,50
1.1, Belanja Pegawai 4.014.755 432,50
212 Belanja Barang dan Jasa 3.669.500 508,00
2.2, BELAN)A MODAL 44.600.000,00
222 Belanja Modal Peralatan dan 44.600.000,00
Mesin
SURPLUS/(DEFISIT)
]

UPATEN SAROLANGUN
POLIST PAMONG PRAJA
PENDAPATAN DAN BELAN)A
DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi
2020

e

K

7.149.825.900,00
7.105.825300,00
3.460.133 366,00
3645692 534,00
44.000.000,00
44.000.000,00

(7.728.855.940,50! (7.149.825.900,00)

\

%

Datam Rupiah

Realisasi
2019
[ —————

6
7.692.248.796,00
7.644.564.796,00

3.426.176 858,00
4.218.387.938,00
47.684.000,00

17.684.000,00

(7.692.248, 796,00)

Permendagn 64



PEMERINTANH KABUP

ATEN SAROL ANGUN

1.01.05.01. SATUAN

POLIST PAMONG PRAIA

~ NERACA
~ PER TANGGAL 31 De sember 2020 DAN 2019
e e e et Halaman 1 dan 1
|
| Kode
Frron Uraian Jumlah (Rp)
‘\\“ TR 2020 2019
| 1 2 s " :
:‘\‘\_ ______ o ] - 1
| ASET g
|
| W ASET LANCAR
! 114 Piutang Lainnya 0 866.672,00
| 116 Beban Dibayar Dimuka 2.474.182,00 2.421.133,33
| JUMLAH ASET LANCAR 2.474.182,00 3.287.805,33
| 13 ASET TETAP
|
132
| < Peralatan dan Mesin 2.351.981.540,00 2.439.342,540,00
133
Gedung dan Bangunan 1.546.607,760,63 1.516.607.760,63
134 2
' Jalan, Ingasi, dan Jaringan 72.616.250,00 72,616.250,00
| 137 Akumulasi Penyusutan (2.381.857.516,13) (2.357.417.411,80)
| JUMLAH ASET TETAP 1.589.348.034,50 1.701.149.138,77
JUMLAH ASET 1.591.822.216,50 1.704,436.944,10
2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
245 Utang Belanja 0 3.634,020,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 3.634.020,00
JUMLAH KEWAJIBAN 0 3.634.020,00
3 EKUITAS
31 EKUITAS
311 Ekuitas (5.558.003.683,50) 1.700.802.924,10
313

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

7.149.825.900,00

0

JUMLAH EKUITAS

1.591.822.216,50

1.700.802.924,10

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1.591.822.216,50

1.704.436.944,10

31 Desember 2020

nggaran

L S.5TP.ME

NIP. 19780425 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019

(Dalam rupiah)

KODE URAIAN AKUN o 3646 Kenaikan / (%)
AKUN Penurunan
1 2 3 Bl 5
8. PENDAPATAN DAERAH - LO
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
S HASIL PAJAK DAERAH - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.13. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - 0.00 0.00 0.00 0.00
Lo
8.1.4, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.1.Z Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.1. Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
822. Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat - Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 ] 000
823 Pendapatan Transfer Pemenntah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00 0 dO 0.00
824 Bantuan Keuangan - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.2.Z Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
83.1 Pendapatan Hibah; LO 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3.2 Dana Darurat - LO 0.00 0.00 0.00 .00
833 Pendapatan Lainnya - Lo 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3.2 Jumliah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0.00 0.00 0.00 0.00
- L0
8.2 JUMLAH PENDAPATAN 0.00 0.00 0.00 0.00
9. BEBAN
9.1. BEBAN OPERASI
Dduks Beban Pegawai 3,460,133,366.00 3,369,224,858.00 90,908,508.00 263
9.1.2 Beban Barang dan Jasa 3,642,005,465.33 4,275,474,432 67 (633,468,967.34) (17.39)
9.1.3. Beban Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00
9.1.4 Beban Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00
915§ Beban Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00
9.16 Beban Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.0
%17 Beban Penyusutan dan Amortisas: 155,801,104 27 154,156,494.27 1,644,610 00 1.06
918, Beban Penyisihan Piutang 0.00 0.00 0.00 B od
9.1y Bevan Lain-lain 0.00 10,300,000.00 (10,300,000.00) o
9.21 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00 dm
922 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 ohi




(Dalam rupiah)

L i—

KODE Kenaikan / 3

7 URAIAN AKUN 2020 2019 (%)
AKU Penurunan
1 2 3 4 5
9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah - 0.00 0.00 0.00 0.00
Lainnya

9.24 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0.00 0.00 0.00 0.00
9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lai nnya 0.00 0.00 0.00 0.00
941 Beban Luar Biasa 0.00 0.00 0.00 0.00
9.2 JUMLAH BEBAN 7,257,939,935.60 7,809,155,784.94 (551,215,849.34) (7.59)
(7,257,939,935.60) (7,809,155,784.94) 551,215,849.34 (7.59)]

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

%1 Desember 2020

SAROLANG

19780425 199711 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2018
NO URAIAN 2020 2019
1 EKUITAS AWAL 1,700,802,924.10 1,820,559,913.04
2 | RKPPKD 7.149,825,900.00 7,692,248,796.00
3 | Surplus/Defisit - LO (7,257,939,935.60) (7,809,155,784.94)
4 (866,672.00) (2,850,000.00)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

JUMLAH EKUITAS AKHIR

1,591,822,216.50

1,700,802,924.10

PENGG

NIP. 19780425 199711 1 001

Sarolangun, 31.Desember 2020
ANGGARAN
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L M dian Paguan Peny waunan | proran Kewangan O D

Makad Pemyaman baporan lenanmean Satian ol Pavmome Peaga adadaly ntod ey ediadoan

s yane eloyan menscinn P kewanean dan sl toamealo v dilaboaloan ol Soatan

Polisi Pamong  Praja selama satu ponoede pelaporan L poran oenanean dweanal an untal

membandinekan realivaag pondapatan belanas tanader dan pembray aan denean anvearan yang telah

diwtaphan, memlar kondis Kenanean, mene saduas el dan chmiena st entita, pelaporn

Sertamembantu meng ntuhan Ketanny o I Il\.l||.||‘ Peraturan " tundane undanean

Satwan Polise Pamong Poaga selaku entita pelaporan mempuny ar kewapban untulk laporlan

apayacupava vang welah difakulan set hasal yane di apardatan pealcamann kepatan secar sistents

dan terstiukne pada saatu periode pelaporan untk kepentingan
GO ARuntabihitas

Mempertanggungawabhan pengelolann seita pelaksanaan kebiakan yang dipercayakin kepada

cnttas pelaporan dalam mencapar ayuan yang telah ditetapkan secar periadil

() Manajemen

Membantu para pengeana untak mengeyvaluast pelaksanaan kepratan suatu entits pelaporan dalam

peviode pelaporan sehingea memudahkan fungsi perencanaan, penpelolian dan penpendalinn atas

selurul aset, kewapiban dan ekuitas dana
(©) Transparansi

Membertkan  mtormast keuanpan vang terbuka dan e kepada masyarakat berdasarkan
} J

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak antuk mengetabin secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggunggawaban Satwan Polisi Pamong, Praga dalam penpelolaan sumber daya yvang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan

Fujuan umum: laporan kevangan adalah menyajikan informasi mengena postst Kenangan,

realisast anggaran, saldo angearan lebih, arus kas, hasil operast, dan perabahan ekuitas suatu entitay

pelaporan yang bermantaat bagi para pengeuna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenng

alokast sumber daya, dengan cara

a)  Menyediakan mformasi menpenai posisi sumber daya ekonomi, kewagiban, dan ekuitas danin
}

pemerintah,

(0 Menyediakan informasi mengenai sumber, alokas dan penggunaan sumber daya ckonomi yang,

diganakan dalam entitas pelaporan sertahasil-hasil yang telah dicapai

(¢)  Menyediakan informasi mengenad bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya

dan mencukupi kebutuhan Kasnya.

(d) Menyediakan mformasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan




dengan sumber-sumber penerimaannya

(€) Menyediakan informast mengenar perubahan posisi kewangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenatkan atau penurunan, sebagar akibat kepiatan vang dilakukan sclama periode

pelaporan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan kevangan Satuan Polisi Pamong Praja disclengparakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuanpan pemerintah dacrah antara lain:

a.  Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 entang Keuangan Negara;

b.  Undang-undang Nomor. | Tahun 2003 tetang Perbendaharaan Negara;

¢.  Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

¢.  Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Dacrah: :

f. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah:

g Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah;
h.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacral;
i.  Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah:
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

P

tentang Penerapan Akuntansi
emerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Dacrah;

I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Dacrah:

m. Peraturan Dacrah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Dacrah:
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana te

lah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Sarolangun
Nomor 10 -

Fahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun




P-

q.

v

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun” Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Sarolangun Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual;

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Sarolangun Berbasis Akrual; '

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Daerah,

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran

2019 adalah sebagai berikut :

Bab 1

Bab 11

Bab 111

Bab 1V

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
|
L.

o

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

(O8]

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
2.1 Makro Ekonomi

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi

(o5



2 IT .l" 4 e ncuUpy PiRUa |
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BAB Il
BIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

K YMI MAKRO, KE V]
o TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun 2019 dan juga prospeknya di tahun
2020 menjadi acuan Pemerintah dalam menctapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar
perhitungan dalam menyusun postur APBN tahun 2020. Asumsi-asumsi indikator eckonomi makro
yang digunakan dalam penyusunan APBN antara lain:
I. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen;
2. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,1 persen;
3. Tingkat suku bunga SPN tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,4 persen;
4. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp14.400/USD;
S. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2020 diperkirakan sebesar USD63/barel;
6. Lifting minyak pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 755 ribu barel per hari (bph); -
7. Sedangkan lifting gas pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1.191 ribu barel setara minyak
per hari; : wid :
8. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 111-2020 mencapai Rp

3.894,7 triliun dan atas harga konstan 2010 sebesar Rp 2.720,6 triliun.
2.2. Kebijakan Keuangan

Melalui APBN Tahun 2020 yang telah disepakati oleh DPR RI bersama Pemerintah dan telah
disalikan melalui Undang- : 20 4T Nt >
ahke ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020,
kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan
penguatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020

kebijakan  APBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas
<
pembangunan, yaitu:

penguatan daya saing sumber daya mz 1a, ye itujuke slalui i
g ya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas

dan kuantit: " pendidike
an kuantitas sektor pendidikan dan keschatan agar dapat menciptakan generasi inovator
<

yang kreatif dan sehat secara Jjasmani-rohani;

b. penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud
nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masvam.k-n
pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi: : :

L‘. akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi:

40 :

enguat alitas i
penguatan kualitas desentralisasi fiskal: dan

e. reformas;j birokrasj.




Program-program prioritas nasional tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja
negara yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi pereckonomian dan
mewujudkan kesejahteraan. Dalam pencapaian belanja berkualitas, bukan hanya dititikberatkan pada
efisiensi, tetapi Jjuga difokuskan .pada program yang memiliki multiplier effect dalam mendukung
perekonomian yang lebih optimal. Oleh karena itu, selain proses realokasi belanja dari konsumtif
menjadi produktif, maka diperlukan Juga langkah-langkah penajaman belanja barang, peningkatan
belanja modal yang produktif, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi. sinergitas belanja subsidi

dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Selanjutnya upaya peningkatan kualitas belanja negara tercermin dalam alokasi belanja negara
tahun 2020. Alokasi belanja pemerintah pusat akan dimanfaatkan terutama untuk bidang prioritas
pembangunan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial. bidang
infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya. Upaya penajaman belanja negara juga didukung melalui
penguatan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan
kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan difokuskan untuk

peningkatan daya saing melalui percepatan penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas

sumber daya manusia. Peningkatan daya saing daerah Jjuga diupayakan antara lain melalui

memperkuat dana transfer umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, mengarahkan

pengelolaan dana transfer khusus (DTK) dalam mendukung implementasi desentralisasi dan menjaga

ketercapaian output, memperkuat pengelolaan dana desa.

Untuk  memenuhi alokasi pendanaan atas _ program-program pembangunan tersebut.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara untuk mendorong

investasi dan daya saing. Kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan terutama untuk pembenahan

tax base melalui implementasi pertukaran data informasi perpajakan secara otomatis/Automatic

Exchange of Information (AEol). Selanjutnya Pemerintah Juga menyadari perubahan proses bisnis dj

pasar domestik dan global serta dampak kemajuan teknologi informasi, sehingga Pemerintah perlu

menyiapkan kebijakan yang sepadan bagi semua pelaku usaha (level playing Jield). Selain iy,

am mendukung percepatan pelayanan prosedural ekspor
dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan w

(dwelling time)

kebijakan kepabeanan dan cukaj berperan dal

aktu tunggu bongkar muat

Sementara itu, reformasj dj sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan

pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan

pengawasan dan pemeriksaan, optimalisasi pengelol

aan aset negara dan efisiensi di sektor sumber
daya alam (SDA), serta peningkat

an pelayanan dan kualitas layanan publik. Sejalan dengan kebijakan
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fiskal Pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun.
Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio
utang dalam batas aman serta menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, dan

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dengan memperhatikan value for money.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan
9 Program yang terdiri dari 31 kegiatan. Indikator pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2.3.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

|
% Uraian A;St%?ar?!n i ;Ianregre,;
i Perubahan (Rp)
; I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.;00._345.668.00 i 1TA |
, (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 5.000.000,00 | 12 :;ulan
I (2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listri § 114.000 000,00 12 bulan |
(3). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 147.240.000.00 | 12 bulan
(4). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000,00 12 bulan |
(5). Penyediaan zalat tulis kantor 27.000.000,00 12 bulan
(6). Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00 12 bulan '
(7). Penyediaan komponen insta!as: listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000.00 | 12 bulaT]
(8). Penyediaan makanan dan minuman . 50.000.000.00 | 187 uérg
(9). Rapat-rapat koordinasi, konsuitasi ke luar gaerah 155.764.068,00 | 12 buI;
(10). Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran 1.632.000.000,00 | 136 or£
(11). Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah 44 341 600.00 ' 12 bulan t
T ——
1l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.600.000,00 | 1TA ‘
‘r (1). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.600.000.00 5 item }
———t
(2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000.00 1 7A |
—
(3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000.00 | 2 gedung |
—2gedung |
(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 128.000.000.00 | 17 unit |
(5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kanter 5.000.000.00 l 1TA |
i (6)_Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5000 000,00 1TA :
(Il Program Peningkatan Disiplin Aparatur 158.950.000,00 [ 1 T:
(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Ve (e 158 950 000.00 | 187 stel |
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.051.500,00 _1;; ‘
(1). Pendidikan Dan Pelatihan formal 12.051 500.00 “ 1 TA |
V. P;:gr:r:u::gg;gkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 12.989.320.00 : 1:
[
W o P e e[
gahan Tindak Kriminal | 1.029.104.620.00 | LTL




Aeand | e

(1) Kerjasama Pengembangan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI 36.000.000,00 1TA
_{2) _Pengawalan dan Pengamanan 47.413.000,00 1TA
_(3). Penegakkan Perda 48.743.620,00 174
(4)_Patroli Keamanan 24.232 000,00 LAY
_(5) Penjagaan Rumah 5vnas. Perkantoran dan Pejabat Daerah 835.200 000,00 ISUAT
| (8 Pengendalian Keamanan Lingkungan 37.516.000,00 1 TA
VIl Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 47.480.000,00 1TA
(1. Penertiban Umum 47.480.000,00 1TA
VIIl. Program Peningkatan Kemampuan SDM Satpol PP 28.109.000,00 1 TJ
(1) Citra Praja Wibawa 28.109.000,00 1 Kegiatan |
IX. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat 52.500.000,00 1TA
| (1)_Pembinaan Hansip 25.000 000,00 1TA
| (2) Penilaian Hansip Terbaik 12.500.000,00 1 kegiatan
', (3) Penilaian dan Pemilihan Pos Ronda Terbaik 15.000.000,00 1 kegiatan




BAE I

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

30 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamor

Dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggarar

mendapatkan alokasy angparan Belanja Langsung sebesar Rp

melaksanakan 9 Program dan 31 Kegiatan. Pada akhir tahun amgga

Rp3.719.722.534,00 atau sebesar 99,35%. Ikhtisar realisasi

LN .
satuan Palist Pamong Praja Tahun Anggaran .

Tabel 3.1.01
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Anggaran Setelah

2020 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Realisasi (Rp)

12 Praja .

y 2020, Satuan Polisi Pamong Praja
744.130.508,00 yang digunakan untuk
ran realisasi APBD adalah

pencapaian larget kinerja keuangan

%

(8) Penyediaan makanan dan minuman
Hapat rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah

dan Pelaporan SKPD

| (1), Penyusunan Perer

Uraian N ,_Pﬂ-ﬁa@_(&)’#’___________d._.

I Program Pelayanan Administras) Perkantoran L PRt S i -Mwﬂﬂﬂ
(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (R 5.000.000,00 | 4.980.000 00 | 9960
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya aif dan Listrik | 114.000.000,00 | 111.616.634,00 97.90
(3) Penyediaan Jasa Administrast Keuangan asialiic i 447 240.000.00 | 146.790.000.00 99,69
(4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor OTy SIRERRe 000.000,00 5000.000,00 | 100.00
(5) Penyediaan alat tulis kantor R 27.000.000,00 ! 27 000.000,00 | 100,00
(6) Penypdiaan jasa barang celakan dan penggandaan i g __15.000 000,00 ‘ 14.989 600,00 99,93
(7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ¥anto ~5.000.000,00 | 5000 000,00 | 100.00
| - 50.000.000 02”___19__99_4992_(@_ 99,98
0 99;99

| 155763 900,00
00 | 1.626.000.000.00 | 99,63

(9)
(10) Penyediaan jasa 1enags administrasiternis perkantoran 632 000.000
(11). Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah | 44 341.600,00 ' 44.340 000,00 | 99,99 !
Il Program Peningkalan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,6007000,00 { 7199.5;2.5(30.00 98,43
(1) Pﬂengad_aanfgg,ala@n‘GiegungiKantor P ik | 44 500 000,00 T 44.000000,00 | 98,65
(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelewr 5.000.00000 | 5000.000,00 | 100,00
_Gi),Pgm,e'ﬂfﬂaenﬁmfis@fﬂgGgﬁqna@ns& SIS e SO WAL ) 000,00 | _ 15.000000,00 | 100,00
,_(4),_P_eﬂ‘f!','?i'él"_fM‘.‘.’@E’.’@!@Eﬂ‘Q?IQE"_@"Ez’922’15,‘9“?L, s 128.000.000,00 | 12542050000 | 97,98
r‘@)‘ Pemellha_lgggfgm&gl;_@ﬂggn_qeggng Kantor — 5.000.000,00 | _ 5 OQQ_VQQ(_)‘.%JQQLQo_
| (6). Pemeliharaan f Rutin/Berkala Komputer 4: 500000000 { 5 000.000,00 | 100,00
1, Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 158.950.000,00 | 156.389.000,00 | 9964
‘Q)__fengadang_"_alt_'aiﬂgngiu_ﬂg_s_e_nigg@wa_qnﬁ“____’ ‘T‘  158.950.00000 | 156 389 000,00 | 99.64
: V. Program Pi_Magg_@p_qgla_s_'MEr Daya Aparatur | 12.051 900,00 12.051.900,00 | 100,00
M@ﬂdgkm_@mﬂng ____________ I s EALAS 12 051 900.00 12 051 900,00 | 100,00
| Vv Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan | 12 989 320,00 12.967 400,00 99,83 '
f inerj n Benill g Bl v T A, (€S -
Capaian Kinerja dan Keuanga VIR e j b ey o o.o—oj g J



. P remehharaan Rantiantibmas dan Pencegahan indak | an #o
VI Program Pemehharaal L Os9 10d us0 00 1O/ Guu oo | adb

Kriminal

: (1) Kerasama Pengembangan \pacat ol Vi among Feaga Dengan THI (4 000 006 00 f, 000 000,00 : 190,08

} () Pengawalan dan Pengamanan 47.413 000,00 17,223,000,00 ‘ 19,9

i (3) Penegakkan Perda 1 /748 620,00 19.712.000.900 ;I 2.2

; (4) Patiol Keamanan A 000 00 24 242 000,00 | 100,00
(9 Penjagaan Rumah Dinas, Perhantoran dan PPejabat Daerah W 00 000 00 12y 6450 000 00 98 61

| (8) Pengendalian Keamanan Lingkungan v/ NG 000 00 v/ 514 000 00 09,99

[ VIL Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 47.480.000,00 47 480.000,00 100,00

| (PERAT)
(1N Penertiban Umum 1/ A0 000 00 A7 An0 000,00 | 100,00

i VIIL Program Peningkatan Kemampuan SDM Satpol PP 28109 000,00 26.109.000,00 | 100,00

: (1 Citra Praja Wibawa 109 000,00 o8 109 000 00 | 100,00

| IX. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat 99 99

| dan Perlindungan Masyarakat 52.500.000,00 52.499.600,00 /

! ¢

lt (1) Pembinaan Hansip 25 000 000,00 26 000 000,00 | 100,00

|

| (2) Penilaian Hansip Terbaik 1.2 500 000,00 12499 600,00 99.99
(3). Penilaian dan Pemilihan Pos Ronda lerbalk 15 000 000,00 15 000 000,00 | 100,00

3.2 Hambatan dan l(k‘ll.(l:l|:l yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara fisik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sarolangun pada Fahun Anggaran 2020 ini telah memenuhi target yang hendak dicapai,
walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran ada yang belum 100%. Kendala yang dihadapi oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah system
teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang namun peningkatan kapasitas
dan kualitas sumber daya manusia cenderung lambat dan stagnan serta resisten terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi.

Sedangkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah
adanya pandemi wabah COVID 19 yang terjadi pada awal tahun 2020, Kejadian tersebut mengakibatkan
adanya refocusing APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 dimana terjadi pengalihan dana
APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan/pencegahan pandemi wabah COVID 19 schingga ada
beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat

terlaksana.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4 1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Satuan Polisi Pamong Praja scbagai entitas akuntansi di linghungan Pemerintah Kabupaten

Sarolangun. Oleh karenanya wajib |ncnyclcnggz\mknn akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, maka Satuan Polisi Pamong Praja selaku entitas akuntansi

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual dipergunakan untuk pcngakuem

pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum-

‘Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban ‘diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa

disajikan pula pada LO. :
Sedangkan basis akrual pada neraca adalah” pengakuan dan pencatatan aset, kewajiban dan

ckuitas dana dilaksanakan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Adapun dalam’hal pelaporan pelaksanaan anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja-menggunakan
basis kas, artinya pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui

pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas dacrah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam Laporan Keuangan SKPD . Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan sctara kas atau sebesar nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pos-
pos dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 diukur dengan menggunakan
mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih
dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal
neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan Standar  Akuntansi



Pemerintahan pada OPD
Penatausahaan dan pelaporan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2020

oleh Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Berbasis Akrual, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.




BALY
PENJELASAN POS POS LAPORAN KT UANGAN OPD

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

I'ahun 2020 Tahun 2019
|{|)7.l‘l‘)..“lﬁ.‘)()(l,"(i |(|)7.()‘)2.Z 15.796,00
/ p goaran 202(
Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja IKabupaten Sarolaneun Tahun Anggaran 2020
N & 19/
adalah sebesar Rp7.728.855 940,50 dengan reahsast sebesar Rp7.149.825.900,00 atau ebesar 92,51%
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp542.422.896,00 atau schesar 7,057

ahun 2020 sebesar Rp7.692 248 796,00, Penurunan ini i
ahun Anggaran 2020

dibandingkan realisasi Belanja sebablan
adanya penurunan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal 'l
Rincian Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun [ahun Anggaran 2020 dapat dilihat
dalam tabel berikut ini : :

Tabel. 5.1.01
Anggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

Tahun Anggaran 2020
2020
Keterangan % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Operasi Rp 7684 255940,50 |Rp 7105825 900,00 92,47|Rp 7 644 564 796 00
Belanja Modal Rp 44 600.000,00 |Rp 44 000 000,04 98,65 Rp 47 684 000,00
Jumlah Rp 772885594050 |Rp 714982590000 9251(Rp 7 692 248 796 00
5.1.2.1. Belanja Operasi
Tahun 2020 Tahun 2019
R|)7.105.825.‘)00,00 Rp7.644.564.796,00

Anggaran Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp7.684.255.940,50 dengan realisasi sebesar Rp7.105.825.900,00 atau sebesar 92,51%,
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp538.738.896,00 atau sebesar 7.05%
dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp7.644.564.796,00. Penurunan ini
disebabkan adanya penurunan pada anggaran dan realisasi Belanja khususnya Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020. Rincian mengenai Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja ahun Anggaran

2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel. 5.1.02
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

R PRt e
2020
% Realisasi 2019
Keterangan

4 Anggaran Realisasi RNl
7 58,00

Belanja Pegawai Rp  4014.755432,50 | Rp 3460.133.366,000  86.19/Rp 3426 176.858,
38.00

Belanja Barang & Jasa Rp  3669.500508,00 | Rp 3.645.692.534,000  99,35|Rp 4218387 938
Jumlah Rp  7.684.255940,50 | Rp 7 105.825.900,000  92,51|Rp 7 644 564 796,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2020 Tahun 2019
Rp3.460.133.366,00 Rp3.426.176.858,00

Anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp4.014.755.432,50 dengan realisasi sebesar Rp3.460.133.366,00 atau 86,19%. Realisasi Belanja
Pegawai Tahun Anggaran 2020 naik sebesar Rp33.956.508,00 atau sebesar 0,99% dibandingkan
realisasi Belanja Pegawai Tahﬁn Anggaran 20.]9 sebeéz_ir Rp3:4.126.l>76,858',00. Kenaikan ini disebabkan
naiknya anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan anggaréﬁ dan rc.alisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan dan Uang Lembur mengalami penurunan. Rincian mengenai Belanja

Pegawai Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.1.03
i Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

- : 2020 -
eterangan K
Anggaran Realisasi : R
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 3.072.290.493,50 | Rp 2.617.061.851,00] 85,18/ Rp 2700.479.735,00
Belanja Tambahan Penghasilan Rp 912.434.939,00 | Rp 813.041.515,00] 89,11|Rp 652.220.123,00
Uang Lembur Rp 30.030.000,00 | Rp 30.030.000,00, 100,00|Rp 73.477.000,00
Jumlah Rp 4.014.755 432,50 | Rp 3.460.133.366,00 86,19|Rp 3426.176.858,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2020 Tahun 2019
Rp3.645.692.
I 534,00 Rp4.218.387.938,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp3.669.500.508,00 dengan realisasi sebesar Rp3.645.692.534,00 atau 99.35%. Realisasi Belanja
Barang dan Jasa Tahun 2020 turun sebesar Rp$572.695.404,00 atau sebesar 13.58% dibandingkan
dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Angearan 2019 sebesar Rp4.218.387.938.00).

o8



Penurunan tersebut disebabkan
2 dan Jasa Tahun A

fggaran 2020, Rincian men
2020 dapat dilihar dalau X

able berikut in;.

Tabel. 51,04
Anggaran dan Reai;

Menurunnya anggaran dan realisasi

genai Belanja

sebagian besar Komponen Belanja
Barang dan Jasa Tahun Anggaran

i
b S3si Belanja Barang dan Jasa 2 :
Satuan Polig; Pamong Praja Kabupaten Sarolangun j
M‘m Anggaran 2020
No IR
e Vkaion Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | Persentase R“'TR‘;‘)N"
1 W”\ L
p : 112 045 000 00 111945 000 00 99 91 55 152 000.00
3 M'K'm'm“" —12.805 000,00 | 12 805 000 00 100,00 | 17 245 000 00
y 3 Prem: Asurars 142.950.000,00 | 140 566 634 00 98,33 | 183 065 438 00
\- —-
rm &M% 13995 200,00 8997 5 996 000,00
3 & Cotas 1 endaraan Bermotor 7.000.000,00 4505 300,00 64,36 133.761.000,00 .
Y . 21.964.540.00 | 21914 600 00 9977 | 33 749.000,00
o Keanja Sewa Periengkapan dan Peraisis 0.00 0.00 0.00 | 13500 000,00
—
\_
+W 9404500000 | 928 878 000 00 9877 | 851553 00000
6 Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0, 0,00 40 480 000,00
£ Pakaian Kena 158 950 000,00 | 158 389 000 00 9965 | 155 848 000.00
%"&MW\MU o oo 0.00 | 1560000000
000 | _0.00 |
L) Dinas 359 884 068.00 | 359 891 900 00 99,95 | 524 963.500.00
11 | Belanja Pemeiiharaan 82.000.000,00 82 000.000,00 100,00 43 500.000,00
12 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 12.051.900.00 12 051.900.00 100,00 | 206.000 000,00
bimbingan teknis PNS - : -
13 | Honoranum PNS 133.800.000.00 | 133 350 000 00 99.66 | 199975 000.00
4 | Honorarium Non PNS 1571 600.000,00 | 1665 600 000 00 99.64 71628 000 000,00
Jumiah 3.669.500.508,00 | 3645692 534,00 98,66 | 4.218.387.938.00
5.1.2.2. Belanja Modal :
! % Tahun 2020 Tahun 2019
Rp44.000.000,00 Rp47.684.000,00

’ Anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar

k Rp44.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau 98.65 %. Realisasi Belanja Modal

| Tahun 2020 turun sebesar Rp3.684 000,00 atau sebesar 7.73% dibandingkan dengan realisasi Belanja |
\[ Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.684.000,00. Pada Tahun Anggaran 2020, Satuan Polisi '
| Pamong Praja hanya menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Lahun 2019

Rp47.684.000,00
: Rp44.600.000,00
| el 4

mmmmmmmmmwmrmw
sebesar Rpdd 600.000,00 dengan realisasi sebesar Rpdd.000.000,000tau 98,65%. R
g wmwm Rp3 684.000.00 atau scbesar 7.73% dibandingkan




Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin [ahun

Ty : A 4 N
Anggaran 2020, yaitu hanya berupa Belama Modal Pengadaan Alat Kantor. Rincian Belanja Moda

Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 5.1.05
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2020
e e ——————————— ——’_‘-"—'—’/'_—’E
Keterangan [ e 20e0 o b i | % Realisasi 2019 1
Anggaran Realisasi ]
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Rp 44 600 000,00|Rp 44 000 000,00 98.65 )
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp 0,00[Rp 0,00 99.13
D ———Te——_s

Belanja modal Pengadaan Komputer Rp 0,00|Rp 0.00| 100,00
Rp 0,00([Rp 0.00 0.00

Belanja modal Pengadaan Alat Studio

Rp 44 600 000,00|Rp 44 000 000,00

Jumlah

5.1.3. Surplus/(Defisit)
Tahun 2020
(Rp7.149.825.900,00)

Tithun 2019

(Rp7.692.248.796,00)

Surplus/(defisit) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 020 dianegarkan sebesar
(Rp7.728.855.940,50), terealisasi sebesar (Rp7.149.825.900,00) atau sebesar 92.51%. Realisasi
an 2020 turun sebesar RpS42.422.896,00 atau sebesat

7.05%

Surplus/(defisit) Tahun Anggar
dibandingkan dengan realisasi Surplus/(defisit) tahun 2019 sebesar(Rp7.692 248 790,00). Penurunan i
2020 Rimcan  mengeenal

disebabkan turunnya anggaran dan reahisast Belanja Tahun Anggaran

Surplus/(Defisit) Fahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah
Tabel. 5.1.06
Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

2020
Keterangan e —— N Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Pendapatan Rp 0,00|Rp 0.00] 000Rp 000
Belanja Rp 7 728855 940,50 (Rp 7149 82590000 | 92 51|Rp 605 007 16 00
Surplus/(Defisit) Rp (7 728 855940 50) [Rp (7 149 825 900,00) | 92 51 [p (7 695 007 51600
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\set
Tahun 2020

Rpl.591.822.216,50

Fahun 2019

Rp1.704.436.944,10

Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rpl 591 822 216,50 turun

sebesar Rpl12.614.727,60 atau sebesar 6.61% dibandingkan Nilai Aset 31 Desember 2019 sebesi

RpL.704.436.944,10. Penurunan nilai Aset Tahun Anggaran 2020 discbabkan adanya penurunan pada

nilai Aset Tetap. Rincian nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran

2020 adalah sebagai berikut

No

5.2

e

i

Uralan
“Aset Lancar
Aset Tetap

Jumlah

B NS

.1.1. Aset Lancar

Tahun 2020
Rp2.474.182,00

Tabel. 5.2.01
Rincian Aset

Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2020
Jumlah (Rp)

2020
2474 182,00
1,589 348 034,50

1591 822.216,50

2019
3287 805,33
1701149 138,77

1704 436 94410

Rp3.287.805,33

Naik/turun (%)

(813 623,33) (24.75)
(111 801 104,27) (6,57)
(112614 727 ,60) (6,61)

Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.474.182 .00

turun sebesar Rp813.623 .33 atau sebesar 24,75% dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesin

Rp3.287.805.33. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada Piutang Lainny

a dan Beban

Dibayar di Muka. Rincian mengenai nilai Aset Lancar tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

No

Uraian
Putang Lannya
Beban Dibayar di Muka

SEUmiah e

Tabel. 5.2.02
Rincian Aset Lancar

Satuan Polisi Pamong Praja

__Tahun Anggaran 2020
Jumlah (Rp)

2020 e
0.00
2 474 182,00
T 247418200

2019
866 672,00
242113333 1

3287 805.33

Naik/turun (%)
(866 672,00) | (100.00)
5304867 | 2719
(813623.33) | (24 75)




k1.2, Aset T tp

Fahan 2020
" Fahun 2019
|<pl.vw._&|x,n,5450 Ip 700,149 118,77
" 9,138,
Nilai  Ager

l‘llll l)'I|I|
. ‘ o I'llll | I‘IIII nt 1"y )
p ona T % 31 | ) by 0 chesm
R el : | Ha pet
Il 89 IX(H] '““Illlll ."'H"..II I'lll | ;;Ul I“‘l 27

2019 sebesa Bpl 701 149 138.77

ataun 6,57, dibiandynel an saldo per 31 Desembes

)
| l,m”m““ nilai Aset T tap Tahun Angparan 2020 disebabkan
adanya PCnurmag pada nily, Aset T

Lap Lainnya yang disertar denonn 1
asct Rincian A et Tetap

mgkatinya mila penyusutan
adalaly sebagan berkou

Tabel 5209
Rincian Aset letap

Satirs
Satuan Polig) Pamong Praja

— ca Tahun Anggaran 2020

e e _A_,,,‘tl",','i""ff‘_""', e 2020 (kp) 2019 (Kp) Naik/turun (kp) %
Daralsian s

Ji{lil-m dan M”"ﬂ.,. e ) 2951 951 540,00 2 A% 3427 540 00 (87 361 000,00)) (358
ﬂi{l!{!_’iilf_l[_wljﬂ.:]ll_ BIRIS = 1546607 160 675 1546607 160673 .00 V 000
Janngan, Ingas,, rJ;.n;J;,!.-ﬂ_--W____NN SXE 12 616,250 00 12 616,.250,00 000 0.
/\kumul_;l',y Penyusutan e (2 381 ;‘"/7"”‘ 13) (2557 417 411 &6, (24 440104 27) 1,04

‘.’El"i'ﬂ_ B B o V_1}1:?.734870';4,',0 1701149 198,17 (111801 104,27) (6.57)

B2, Kewajiban

Kewajiban yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Angparan 2020

adalah Kewajiban Janoka Pendek yaitu kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya

dalam jangka waktu karang dari | Tahun

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2020 Tahun 2019
Rp0,00 Rp3.634.020,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 3

Desember 2020 sebesar 0,00 turun sebesar Rp3.634.020,00 atau schesar 100,00% dibandingkan dengan

nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.634.020.00.

5.2.3. Ekuitas

Tahun 2020 Tahun 2019
Rpl1.591.822.216,50 Rp1.700.802.924.10

Nilai Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sehesar Rp1.591.822.216,50.
turun sebesar Rpl08.980.707,60 atau 6.41% dibandingkan dengan nilar Ekuitas per 31 Desember 2019

sebesar Rp1.700.802.924.10. Hal itu discbabkan adanya mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya dan
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pcningkul:m dari nilai Akumulast Penyusutan Asct

5.3, PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (1.0)

5.3.1. Beban
[ahun 2019

Tahun 2020
Rp7.257.939.935,60 Rp7.809.155.784,94
Nilai Beban Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 s€bes? i

denps

turun sebesar Rp551.215.849 34 atau schesan 7.06% dibandingkan

2019 sebesar Rp7.809.155.784.,94. Rincian mengenal Beban per 31 Desember 2

tabel berikut ini.
Tabel. 5.3.01
Rincian Beban
Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2020 /’/
I [

2019 (Rp) Naik/turun (Rp)

Keterangan . 2020 (Rp)

Beban Pegawal 3,460,133,2

3.642,005.45

Beban Barang & Jasa
155,801,10

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Lain-lain

Jumlah Bebhan

7.257.939.935,

5.3.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2019

Tahun 2020

Rp3.460.133.366,00 Rp3.369.224.858.00

Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 3| Desember 2020 sebesar Rp3.460.133.366.00
<3 ) P 33.5606.00

naik sebesar Rp90.908.508.00 atau
sebesar Rp3.369.224.858.00. Kenaikan Beban Pegawai per 31 Desember

an Penghasilan dan U

T ~rn
Desember 2019

2,70% dibandingkan nilai Beban Pegawai per 3!
2020 disebabkan adanya

kenaikan Beban Tambah ang Lembur. Rincian mengenai Beban Pegawai per 31
apat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. 5.3.02
Rincian Beban Pegawal
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020

Desember 2020 d

T
{
T
Keterangan 2020 (Rp) | 2019 (Rp) Naik/turun (Rp) 1 j
Beban Gayi dan Tunjangan 2617,061,851 00 270047973500
308
Beban Tambahan Penghasilan PNS 813.041,51500 652,220,123 00 7
24 66
Uang Lembur 30,030,000 00 6.525,000 00 —
81,72

19




5.3.1.2. Beban Barang dan Jasa

Rp3.642.005.465,33

Beban Barang dan Jasa

Rp4.275.474.432,67

A tnsvics s Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebes
.642. 465,33 turun sebesar Rp633.468.967.34 at: 990/ Al : 5 it Le i
dan Jasa per 31 Desember 2019 sel ‘I., . j()x.)(”. Sl e R
e . < ebesar 3.369.224 .858.00. Penurunan ini discbabka y
< sk men Beban Barang dan Jasa, hanya Beban Bahan Pakai Habis, Beban Premi Asuranst, Beba
M.dkz-lnan dan Minuman, Beban Pakaian Kerja, dan Beban Pemeliharaan yang mengalami kenaisa
Rincian mengenai Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 5.3.03
Rincian Beban Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2020
Keterangan 2020 (Rp) 2019 (Rp) Naik/turun (Rp) 7

Beban Bahan Pakai Habis 111,945,000 00 55,152,000.00 ;
Beban Persediaan Bahan/Material 12,805,000.00 17,245,000 00 2:
Beban Jasa Kantor 136,932,614 00| 124 262 458 U0 2569
Beban Premi Asuransi 12,661,984 33 4 996 665 67 53 4
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 5,785,467 00 133,691,808 .00 95 57
Beban Cetak dan Penggandaan 21,914,600.00 33.749,000 .00 35 07
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 000 13 500,000 00 (100 00
Beban Makanan dan Minuman 928,878,000 00 861,553,000 00 7 81
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 000 40,480,000 CO (40 480 000 004 (100.00
Belanja Pakaian Kerja 4 158,389,000 00| 155848 00000 2 541 000,00 1 63
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 000 15,600,000 00 5 500000 001 (10000
Beban Perjalanan Dinas 359,691,900.00 624,963,500 00 (265 271.600.00 47 45
Beban Pemeliharaan 82,000,000 00] 43500000 00 2350000000 8351
Beban Kursus, pelatihan, sosialisas, dan Bimtek PNS 12,051,900 00} 205,000,000 00 (197 948 100 001 (94 15)
Mararadum PNS 133,350,000.00 206,652,000.00 (73.302.000 00} (3547
Honorarium Non PNS 1.665,600,000.00| 1,673.2750000 (12 675 000 00 (0.76

Jumlah 3.642.005.465,33 4.275.474.432,67| (53 346 896.734 000 (14.82

Penyusutan Peralatan dar

5.3.1.3. Beban Penyusutan dan

Tahun 2020

_— e

Rp155.801.1 04,27

Beban Penyusutan

Amortisasi

dan Amortisasi Satuan Polisi P

Rp155.801.104.27 naik sebesar Rpl 644.610.0

sebesar Rp154.156.494.27. Naiknya
) Mesin. Rincian Beban Penyu

Tahun 2019

Rp154.156.494,27

among Praja 31 Desember 2020 sebesar

0 atau 1,20% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2019

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini

disebabkan naiknya Beban

sutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020




shapat bt o b by b iy Il

: Fabel 4 yoa
Fineian el Ponyistan o N Amortisas

ol Farmong Praja
Fahan Angagaran 2020

' o
aaltpan 10

eterangan

2020 (1) 200 (Hp) Nallturun -
b oy usatan e al
) W i Mg l
130 6,54 163 Of 128,990,253 00 1 644 610 01 1.27
ey / ’ 15 AR -
\ )
Heban Henyu MR G dan g 5 166,241 27 HAGG 241 27 A 0.0
) y 2516 { )00
b Hon \
cOvsaban baban g aeg dan g an (0 ) ()0 0 00
imlah

54 B01 104 : 9 .
166.801 104,271 184 166 494,27 | 644 610,00 0/

ASULE Beban i Lan

Fahun 2020 Iahun 2019

Rpo,00 11y 10.300.000,00

Beban Lamebnn Satan Polis Pamong Praga 51 Desember 2020 sebesar Rp0.00 turun sebesar

Rp 10 30000000 atan 100.00% dibandimghan saldo Per 31 Desember 2019 webesar 12p0.00. Beban Laim

fam tevsebut berupa Beban Pavang: yang dickatiab ompatbelkan

S.ALA Surplus/(Defisit) - 1,0

Tahun 2020 Tahun 2019

L (RP7.257,939.935,00)

(Rp7.809.155.784,94)

Nl Surplus/cDetat) | O Satuan Polia Pamong Praja Kabupaten Sarolangun per 31 Desember

1020 sebesar (Rp7.257.930.935.60) turun sebesar Rps51.215 849,34 atau 7.06% dibandingkan saldo
Per 31 Desember 2019 sebesar (Rp /7. 809155 184.94) Rincian mengenar Surplus/(Defisity-LO Tahun
Anggearan 2020 dapat dihhat dalam tabel bertkut mi

Tabel 5.3.05
Rincian Surplus/(Defisit) LO
Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2020

Ketorangan 2020 (Rp) 2019 (Rp) Naik/turun (Rp)

001 000
‘ondapatan SE— . «

Rp0,00
(551215849.34) (7 06

7.257.939,935 6( 7 8091557584 94
Heban -

(7,257 939 935 60)

lll‘llll-‘l‘l (7 809 155 784 94

w

5121584934  (7.06
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BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Wilayah Administrasi v

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang

o > . . ate Yarnls s e 3 P’ ate
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan

Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten

di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020

03’ 39” - 1030 13” 17”7 BT dan 010 53" 39” LS - 020 46> 24” LS, dengan batas wilayah administratif’

sebagai berikut.

1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari

2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

3) Sebelah Timur Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin

4) Sebelah Barat  : Kabupaten Merangin
matan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecat
atan Pauh (1.770

seluruhnya mencapai 6.174 km?. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecam

km? atau 28.67% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun

ah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

per kecamatan serta juml

Tabel 6.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

2 litgtGraal kLnl:?S Wlla{:\mas K::’un:;ign J;:slzh
1 | Kecamatan Batang Asal 858 13,90% 2 23
2 | Kecamatan Limun 799 12.94% 5 16
3 | Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 5.18% * 10
4 | Kecamatan Pelawan 330 5,34% g 14
5 | Kecamatan Siﬁgkut 173 2,80% 1 12
6 | Kecamatan Sarolangun 319 517% 6 10
7 | Kecamatan Bathin VIll 498 8,07% 1 o
8 | Kecamatan Pauh 1770 28,67% 1 13
9 | Kecamatan Air Hitam 471 7.63% g 9

| 10 | Kecamatan Mandiangin T e 636 10,30% . 28
Jumlah ,_______.._6_11‘.‘__g.1.99‘00% 9 149
23




a: >ndidike enengah dan pendidikan khusus. Sedangk
dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan p é

By N « £
(,' l(l“l)d[ l\( (l ll(llll\'“" (lil" “l'l" li
¢ ‘.~(‘lll(‘ll
Sl ‘ 2olisi ¥
tuan I Oll.\l ]‘;IIHUIIL‘\ l)l'lli‘\ |\"ll\l||\ {
: ‘ S 15 ¢ aten N.lll!!ill g
I\;lh“p;llcn \\i".(‘kl“‘;“n o [CHCI'I] 4 : 2un l\kl]\k'dll\ll”\;lll i \‘;lll)l.’lllwlln -,(‘|:J|;':|l thikaota
B = AN ( l \("]‘l‘lk‘l\ I) 3
. . , erl { K ) Y :
: ‘lnb‘ln“ l\eculn‘nun \\\'“.0].‘““[“] E » Nantoran (lllllllll}'_ l\wlll):l“}', I\cllll.‘lh:lh Saralangun
D augun, ¢ (l(ll'll\ l)Oli\ 4 g
f ¢ I8 NN dmonge Praja K ¢
SCOTI Y > v v . . [ - ll_l‘l I\t’.l)ll )(” - i ‘ ’
seorang l\Lp(\]\l )‘\‘“Q dlSCbll[ dcnﬂ 1l I I “ = %
asal), yq L P

. un dipimpin olel
an Kepala §

Yor ¢ « . . .
63 Perubahan Organisasi Por:\llgk:lt Daerap

or 23 Tahun 2014 te

akhir dengan Uy

an peny clenggar;mn urusan P

Sesuai amanat Uy Nom
Ntang Pemerintahay Dacrah, sebagaimana telah
bebempu kali diubal tey. N EOUT ) |
| Nomor 9 Ty 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar
terkait deng

emerintahan dj
Pemerintan Daeralhy p
ah terima personel, pend
dilakukan paling lam

' acrah sepertj pembagian urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat,

rovinsi dan Pemerintah Dacrah K
meliputi ser

abupaten/Kota yang
anaan, sarana dan Prasarana serta dokumen (P3D), yang harus

a dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

ak

Memenuhi ketentyayy dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui
Peraturan Daerah (Perda) Knbupalen Sarolangun Nomor 5. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “Perangkat

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

pendidikan™ adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidik

an, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait

an yan

“In ll\bll(' dell\_"ln uUl"llSﬂH Pemerintahan yang lmnya diotonomikan kepada D(lcl'ﬂh provinsi ﬂdi\ldh
(¢ akKs < |

i a 1 <€ d erta ’nerb"i iiln Sulnb oI hlyt I “]Crill ( Ib{l‘\’l antara
Ulusan PCI“CI'lnl(lh' n bldang kehulanan, ]\Clﬂllldﬂ, serta ¢ ( Qric am i

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

kan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kelurahan
Berdasarkan Pasal 52 ayq . it
amatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian lugas
merupakan perangkat kecamata g

camat”

b < { S Isunan l L‘l;]npk-"
B l ituran Daeldh Kabupat(«“ ScllOlallgllll Ie“lb(.lltlll\ﬂ" dll\ L

< rar )
eldasal‘kan erad

. wicata Pe fa dan Olah Raga)
i i Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuds P
h, N klatur pariwisata bagian dari Disparpora (Dina
Daerah, Nomenkla 2

y ) i T < g LN 4 Ill‘l .'\('\.\
I 2 l(\ wn 2()1[) lLllld“L’ IClllth.l“ l\k( . b

dl C '(I te I"U._,dl ]8 JUII 20'9 de“&.an N(m() I ¢

.S luilli p(\ a tanggc

e Tentang Pembentukan dan Susunan
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pem kK
K ¢ aten Sarolang
Peraturan Daerah Kabupa ey
ak D Dispor
10 sebelumnya merupakan oP p
o

b kembali menjadi OPD Dinas Perpustakaan dan Arsip
gabung & -

P a (I)lnxlb I el]llldd \Idll ()Ll'l |\¢l\'.\) d“lll ()Pl)
€r d“gl\dl [)KIEIdh, vatl <

Dinas Arsip dan Dinas Perpustakaan di

Daerah.



o4 Informgg; D

angy (I an \\‘
{ S yano -
l‘\‘l'lk\ na . . - I{(l&llnlhol (l“ll l)
ARSanaan Program dan l‘\“"ll'm | angy N(mﬁ\pm,
: Sltan .
lahun .\ng; e

olisj

h S
aran _‘0)0

Satuay P
dibyi; aNai olely AP

dan Apgp

X \{l\ llnl\n\u

dana vang Lep dary \PBN
N

diberikan Kepady Natuan |

).
I.un()n;g Praja Kabupaten Sarola
BD k. ¢ )
e Nabupatey, Sarolangun jueq dibiayai
TOVinsi dq;
300y st dalam bentyk
olisi p

alen Surol;mgun.

ill\lnng Pra;

dana Fugas Pembys
aja l\'abup

Cinbant
l“‘ gas }Lnlb\“\l“\ln |nL‘|Al|P\\l\ﬂln \Cn ) ( \ C C
‘ l“ d\(\“ 1(”1 P > \l‘inl
l\u[ in l\lll d\”“\”] l\\\\\]llh

ah kepada Daerah
Yang menugaskan.

an l“k‘|‘lpm'|<
¢ NN dan e te
' ”“-'“DCIldnggunn]a\vabkan pelaksanaannya kenada
"upakan bagian angearan kementerian negara/lembaga
AN rencana kerin 4o .
tana Kerja dan angearan kementeriay negara/lembaga. Pendan

an/atau desa

ana Tugag Pembangy, an me
yang dialokasikan berdasark
lugas p *mbantuy; Haksanak. 3
0 Q mtuan dll.ll\s.nmk.m setelah adanya penugasan Pemerintah melalul  kementerian
Qars l mbe U‘ AR > I
negara/lembagy kepada Kep Ehgaturan dang Tugas Pembantuan bertujuan untuk

emerintah yang ditug

akan oleh Opp yang ditet
aerah member itahuk:

ala Dagy ah. P

menjamen
tersedianya dang bagi pelaksanaan ke

Wenangan p

gaskan kepada daerah Keg
Tugas. Pembantuan di p

apkan oleh Gubernur, Bupat
an rencana kerja dan anggar

acrah dilaksan:

a

. atay
Walikota. Kepala D: an kementerian neg
atan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Rencan:

PRD pada saat pembahas

am b o
2ary/ lembacea

yYang berkaitan dengan Kegi:

a kerja dan anggaran
diberitahukan kepada D

an R'mcqnoan APBD. Pendan:

an yang bersifat fisik

aan dalam rangka tu

e
LURdS

pembantuan dialokasikan untuk kegiat:

>embantuan dilakukan terpis
Penatausahaan keu: tgan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan P

ah dari penatausahaan
- asi dan Desentr
Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentra

alisasi. OPD menyelengearakan penatausahaan
3 A0 ¢ ORI h A ang-undanean dad
) i oI sCsual dLl\L‘,dIl peraturan puuml ng-u N 2
as Pembantuan secara tertib sesua ¢
uang/barang Tugas Pembantuan sec:

)] | Cpacl ¢ Ak l)‘\ \l“\‘ll; ‘\k‘ “Jl\l l)\l\'l.l!! \\‘l~‘3'|\1'~3'\.
1 )]il n |'\PO|.'1|] I)t"ill\*lll‘(\i\l] I\Cg“l[ill] l\ l J(l-l l\Ll) \l 1 [§ I
meny (“nl AR ¢ < s i ‘ 6 y : -

: HUSHIINK 414t ueas \Int\\l\ltl\l" k~ AN TR R
1 N ¥ )Cl(‘l\. Cl‘]t‘\“‘ kL :-‘\lt‘ltll\ >

1 o ¢ \\'(lhll” \kllllllh I

cny aiks < ] I )CI(:llluL’llng].l
men i\mp.lll\dn l(lp( ran l o8

askansesuai dengan ketentuan yang berlaky
1 ‘M1 | an IL‘lnb'l”u yang n]c“Ugd\l\tlnhthlldl de 4
mentert negaras mmping aga yang |
; P Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara
lart Dan: as |
diperoleh ¢ e
i ol aer arang milik Negara vang dihibahkan
S : japat dihibahkan kepada Daerah. Barang 8
il >rsebut dapat ¢ ¢
Barang milik Negara terseb

l) (Ia l "‘e a are l‘ N sgara "l“:—‘» “ddl\ \hhlt\‘thk' "
I\e a i i h'\k'l“ ()‘Ch [)Ilcrﬂh. l;dlll“g nmi ‘\ \.!1( A}

I 1 < ¢ C itataus Al ]
X < ah dll\e|0|d ddl]

) rpara‘lembaga yang memberikan
cementerian negara’lembaga yang
lan ditatausahakan oleh kementeri
11b dikelola dan ditataus:
kepada Daerah wajib dikelc

Penugasan.



BAB vy
PENUTUp
Laporan Keuang

an Natuap Polisi p

Jl\\\\nu “I “
: S raja K s Q
dengan tujuan untuk memp 14 Nabupaten §

Sarolangun Tahun 2020 disusun
ang berkaitan dengan S

ami dan menilag sejauh m
Kabupaten Sarolangun selama T

antu pary stakeholders . e o
, ata R o § Y S § me rraja
Kabupaten Sarolangun memah wtuan Polisi Pamong J

ana Kinerja Satuan Polisi Pamong, Praja
ahun \ngoaran 2020 dalam menay
Khususnya sumber dan

geunakan sumber daya yang ada
berasal dari APBD Kal

upaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020.

Q4 vang
Sehineea daps: 1l . S/ &

Sehingga dapat dilakukan ey aluasi dan Perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal y
bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten .

Kami menyadari dalam

ang menjadi hambatan
Sarolangun dalam mencapai visi d

an misi organisasi.
penyajian |

-Aporan KCllill]g;lll
anjut, baik dari scoj
berusaha untuk memberikan

ini masih belum sempurna dan
memerlukan Koreksi lebih |

isi maupun format penyajiannya. Namun kami
ang terbaik dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas dengan mengungkapkan kejadian-kejadi

an baik yang bersifat keuangan maupun non
keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
Selain.itu saran dan kritik yang membangun dari para stake holders sangat kami imr;lpkzm agar kami
bisa memperbaiki diri untuk menghasilkan 1

Aaporan Keuangan yang lebih baik di masa-masa
mendatang.



=

[

PR



T TrEE
s
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPOIS;I(\';D ¢ 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2019

Dalam Rupiah
'I:Od?n Sitaion Jumlah Realisasi % Realisasi
Rekening Anggaran 2020 2019
2
1 3 4 5 6
BELANJA DAERAH
2 7.728.855.940,50 7.149.825.900,00 92,51 7.692.248.796,00
21. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.984.725.432,50 3.430.103.366,00 86,08 3.352.699.858,00
211 e Fogowel 3.984.725.432,50 3.430.103.366,00 86,08 3.352.699.856,00
2.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.072.290.493,50 2.617.061.851,00 85,18 2.700.479.735,00
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang 2.150.703.045,00 1.898.530.100,00 88,27 2,007.965.094:00
Representasi ¢
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 265.948.661,50 245.471.598,00 92,30 247.220.203,00
2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 231.492.500,00 174.225.000,00 75,26 155.170.000,00
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 12.960.000,00 11.520.000,00 88,89 §
2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 76.560.000,00 61.720.000,00 80,62 74.425.000,00
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 163.814.040,00 127.893.720,00 78,07 131.297.460,00
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 4.103.804,00 4.505.382,00 109,79 5.685.243,00
3 Khusus
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.655,50 30.651,00 85,96 35.911,00
2.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 145.884.297,00 77.595.017,00 53,19 58.045.084,00
2.1.1.01.23. Tunjangan Kecelakaan 5.197.148,00 3.892.586,00 74,90 4.126.248,00
2110824, Tunjangan Kematian 15.591.342,50 " 11.677.797,00 74,90 16.509.492,00
2:1,1,02, Belanja Tambahan Penghasilan 912.434.939,00 813.041.515,00 89,11 652.220.123,00
PNS
2.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Pegawal 912.434.939,00 813.041.515,00 89,11 652.220.123,00
2.2, BELANJA LANGSUNG 3.744.130.508,00 3.719.722.534,00 99,35 4.339.548.938,00
221 Belanja Pegawai 1.799.430.000,00 1.792.980.000,00 99,64 1.851.177.000,00
2.2.1.01. 3 Honorarium PNS 133.800.000,00 133.350.000,00 99,66 206.652.000,00
22.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 133.800.000,00 133.350.000,00 99,66 149.700.000,00
Kegiatan
2.2.1.01.03. Honorarium Tim PNS g 3 ; 56.952.000,00
2.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.635.600.000,00 1.629.600.000,00 99,63 1.628.000.000,00
2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai 1.635.600.000,00 1.629.600.000,00 99,63 1.628.000.000,00
Honorer/tidak tetap
2.2.1.03. Uang Lembur 30.030.000,00 30.030.000,00 100,00 16.525.000,00
22.1,03.02. - Uang Lembur Non PNS 30.030.000,00 30.030.000,00 100,00 16.525.000,00
222, Belanja Barang dan Jasa 1.900.100.508,00 1.882.742.534,00 99,09 2.440.687.938,00
22.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 112.045.000,00 111.945.000,00 99,91 55.152.000,00
2.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 32.000.000,00 31.980.000,00 99,94 22.492.000,00
22.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 10.000.000,00
2 lampu pijar, battery kering) i
220104, Belanja perangko, materai dan £ 7 2.000.000,00
benda pos lainnya
2.2.2.01.05, Belanja peralatan kebersihan dan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.000.000,00
bahan pembersih
2. .965.
k1 0, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 70.045.000,00 E9E5000,1 99,89 14.660.000,00



\\
kode S
Rekening Uraian
= i 2
1
52.2.02. Belanja Bahan/Material
222.02.01. Belanja bahan baku bangunan
22.2.02.07. Belanja
b Bendera/Spanduk/UmbuI-umbul
2.2.2.02.09. Belanja Cendera Mata
2.2.2.02:12. Belanja Peralatan dan
Perlengkapan Kegiatan
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03.01. Belanja telepon
2.2.2.03.02. Belanja air
2.2.2.03.03. Belanja listrik
2.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
2.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
2:2.2.03.12, Belanja Jasa Kerja
2.2.2.03.22. Belanja Transportasi, Akomodasi
dan Konsumsi
2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
2.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kendaraan
Dinas
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
2.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku
Cadang
2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas 3
2.2.2,05.05. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2,06.01. Belanja cetak
2.2.2.06.03. Belanja Fotokopi dan Penjilidan
22.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
*-| Peralatan Kantor
2.2.2.10,05, Belanja sewa tenda
22.2.10.13, Belanja Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kegiatan
22211, Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11.01, Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
2.2.2.11,05, Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
22212, Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
22.2.12,05, Belanja Pakaian Dinas Upacara
y (PDU)

2213, Belanja Pakaian Kerja
2221301, Belanja pakaian kerja lapangan
22214, Belanja Pakaian khusus dan
2 hari-hari tertentu

4.2.14.06. Belanja Pakaian Kegiatan
2 :
\2“5\ Belanja Perjalanan Dinas

Jumlah
Anggaran

3

12.805.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00

3.500.000,00
2.805.000,00

142.950.000,00
45.000.000,00
11.000.000,00
17.000.000,00
25.000.000,00
16.000.000,00

28.950.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

21.964.540,00
10.710.040,00
11.254.500,00

940.450.000,00
885.200.000,00

55.250.000,00

158.950.000,00
158.950.000,00

359.884.068,00

\

Realisas;
2020

4
12.805.000,00

5.000.000,00
1.500.000,00

3.500.000,00
2.805.000,00

140.566.634,00
44.830.000,00
11.000.000,00
15.359.379,00
25.000.000,00
15.427.255,00

28.950.000,00

13.995.200,00
13.995.200,00

4.505.300,00

4.505.300,00

21.914.600,00
10.700.000,00
11.214.600,00

928.878.000,00
873.644.000,00

55.234.000,00

158.389.000,00
158.389.000,00

359.691.900,00

Dalam Rupian
)
™ Rezlisasi
2019
5 6
100,00 17.245.000,00
100,00
100,00 300.009,00
100,00 4.500.000,00
100,00 12.445.000,00
98,33 183.065.438,00
99,62 40.080.000,00
100,00 5.000.000,00
90,35 16.786.438,00
100,00 21.920.000,00
96,42 11.854.000,00
42.000.000,00
100,00 45.425.000,00
99,97 5.996.000,00
99,97 5.996.000,00
64,36 133.761.000,00
- 12.000.000,00
65.00Q.000,00
- 49.000.000,00
64,36 7.761.000,00
99,77 33.749.000,00
99,91 24.180.000,00
99,65 9.569.000,00
13.500.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
98,77 861.553.000,00
98,69 692.840.000,00
99,97 168.713.000,00
40.480.000,00
o 40.480.000,00
99,65 155.848.000,00
99,65 155.848.000,00
15.600.000,00
£ 15.600.000,00
99,95 624.963.500,00

— ]




kode
neke"iﬂg Uraian Jumlah
/ Anggaran Realisasi %
2 2020
1 3
722 15.01. gelanja perjalanan dinas dalam 5 4 5
: daerah 28.141.000,00 128,049
322.15.02. Belanja perjalanan dinas fuar 000,00 99,93
g daerah 231.743.068,00 31 5575
L2218 Belanja Pemeliharaan i 99,96
. 82.000.000,00
5721802 Belanja Pemeliharaan Peralatan 82.000.000,00 100,00
3 dan Mesin SR 67.000.000,00 ¢
222 18.03 Belanja Pemeliharaan Gedung ' 100,00
- dan Bangunan 15.000.000,00
9 15.000.000,00 100,00
22224, Belanja Kursus, Pelatihan, 12:05 r
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis i 12.051.900,00 100,00
PNS !
22224 01 Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan
22224.03. Belanja bimbingan teknis
12.051.500,00 12.051.900,00 100,00
22228 Belanja Jasa Narasumber 36.000.0! :
.000.000,00 36.000.000,00 100,00
222.28.02 Honorarium Tenaga 36.000.000,00 ;
Ahli/Instruktur/Narasumber S 36.000.000,00 100,00
Belanja Modal
223. : 44.600.000,00 44.000.000,00 98,65
223.27. Belanja Modal Pengadaan Alat 44.600.000,00 44,000.000,00 98,65
Kantor g
2.23.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat 2
Penyimpanan Perlengkapan
Kantor
22.3.27.05. Belanja modal pengadaan Alat 44.600.000,00 44.000.000,00 98,65
Kantor Lainnya 3
2.2.3.28. Belanja modal pengadaan Alat - L.
Rumah Tangga
223.28.01. Belanja modal pengadaan - i
Meubelair
2.23.28.04. Belanja modal pengadaan Alat
Pendingin
2:23.29: Belanja modal pengadaan
Komputer
2.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan
printer/Plotter %
S SURPLUS/(DEFISIT) (7.728.855.940,50 (7.149.825.900,00) 92,51
N e T
SAROLAN
PENG

R

196369 000 o0
429.594.500,00
43.500.000,00
13 500.000,00

30 000 000,00

206 000.000,00

206.000 000,09

50.275.000,90
50.275.000,00

47.684.000,00
26.862.000,00

14.905.000,00

11.957.000,00
2(;.222.000,00
19.822.000,00
400.000,00
600.000,00

600.000,00

(7.692.248.796,00)
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v

ﬁ Uraia n
Akun —  Jumiah(Rp)
|
j 2 ‘ 2020 2019
g ASET | 3 2
Y ASET LANCAR
114, Piutang Lainnya
1.14.04. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah g : ey,
| 2
1140402 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhada o | $66.672,00
Pegawar Negeri Bukan Bendahara R 0 866.672,00 |
116. Beban Dibayar Dimuka | |
2.474.182,00 2.421.133,33 |
1.1.6.03. Beban Jasa Dibayar Dimuka
2.474.182,00 | 2.421.133,33
1160301 Beban Jasa Dibayar Dimuka | |
2 |
JUMLAH ASET LANCAR ;
2.474.182,00
14 ASET TETAP
132. Peralatan dan Mesi
i 2.351.981.540,00
13236.01 Peralatan dan Mesin.. 2 0
13.3. Gedung dan Bangunan A | 1.546.607.760.63
1331201 Gedung dan Bangunan.. 546.607.760,63 | 546.607.760,63
1
134, Jalan, Irigasi, dan Jaringan 72.616.250,00 |
1342401 Jalan, Irigasi, dan Jaringan .. }
137, Akumulasi Penyusutan (2.351.857.516,13) | (2.357.417.411.86)
137.01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (2.119.487.077,00) | (2.120.213.214.00)
1370138| _ Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. 2.119.487.077,00 } 2.120.213.214,00
137.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (189.754.189,13) (164.587.947.86) |
RS 754 189 13 ‘ 8L 38734278501
1370213 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ? o -
- $ - ; E ) (72.616.25 )
132,03, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan (72.616.250,00 0,00) |
1370325 Akumulasi Penyusutan Jalan, Ingasi dan Jaringan i FREEINY [
1.589.348.034,50 1.701.149.138.77
JUMLAH ASET TETAP
JUMLAH ASET 1.591.822.216,50 1.704.436.944.10
& KEWAJIBAN
21,
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 3.634.020.00
215, 2
Utang Belanja 0 ; 3.634.020,00
21502, Utang Belanja Barang dan Jasa 0 ' 3.634.020,00
21
50201 Utang Belanja Jasa 2l 3.634.020,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 3.634.020,00
JUMLAH KEWAJIBAN
|
3
EKUITAS
EXN
EKUITAS (5.558.003.683,50) 1.700.802.924,10
3
11, Ekuitas 1.699.936.252.10 1700.802.923,10
EARY ey 1 700.502 924 10
3t Ekuitas 1 699.936.252 LS
314
0104 Ekuitas (7.257.939.935.60) e
Mgy, + 957 939 935,60
Surplus/Defisit - LO 257.93 =
RART TN 5.900,00 °
Surplus/Defisit - LO Z IR
3, 5.900,00 .
) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rt 0
1 Ry T 0
301, Rk ety jamassne .
31304 __________—_l
01
R ki) RK PPKD R
L ST
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o v
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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019

(Datarm rupiah)

I—I)DE URAIAN AKUN T 2020 2019 Kenslkan / (%)
AKUN Penurunan
1 2 3 4 5
:) R BEBAN e PR e T R By
9.1, BEBAN OPERASI
9.1.1 Beban Pegawal 3,460,133,366.00 3,169,224,858 .00 50,908,508.00 263
91101, Beban Gay dan Tunjangan-LO 2,617,061,851 .00 2,700,479,73500 (83,417,884 .00) (3.19)
91.1.01.01. | Gap Pokok PNS/ Uang Representast LO 1,498,530,100.00 2,007,965,094 00 (109,434,994.00) (5.76)
9.1.101.02. | Tunjangan Keluarga-LO 245,471,598 00 247,220,203.00 (1,748,605.00) (0.71)
9.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan-LO 174,225,000 00 155,170,000.00 19,055,000 .00 10.94
9,1,1.01.04, Tunjangan Fungsional-LO 11,520,000.00 000 11,520,000 .00 10000
9.1.1,01.05. | Tunjangan Fungsional Umum-LO 61,720,000.00 74,425,000 00 (12,705,000.00) (20.58))
9,1.1.01.06. Tunjangan Beras-LO 127,893,720.00 131,297,460.00 (3,403,740.00) (2.66)
9.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 4,505,382.00 5,685,243.00 (1,179,861.00) (26.19)
9.1,1.01.08. | Pembulatan Ga)-LO 30,651.00 35,911 00 (5,260 .00) (17.16)
91.1.01.09. | luran Jaminan Kesehatan-LO 77,595,017.00 58,045,084.00 19,549,933 .00 25.19
9.1.1.01.23. | Tunjangan Kecelakaan-LO 3,892,586 .00 4,126,298.00 (233,662.00) (600
9.1.1.01.24. | Tunjangan Kematian-LO 11,677,797.00 16,509,492 00 (4,831,695 .00) (41 38)
91.1.02. Beban Tambahan Penghasilan PNS 813,041,515.00 652,220,123.00 160,821,392.00 1978
9.1.1.02,07. | Tambahan Penghasilan Pegawai-LO 813,041,515.00 652,220,123.00 160,521,292 00 19 78
9.1.1.07. Uang Lembur-LO 30,030,000.00 16,525,000 00 13,505,000.00 4497
9.1.1.07.02. | Uang Lembur Non PNS 30,030,000.00 16,525,000.00 13,505,000.00 4497
9.1.2. Beban Barang dan Jasa 3,642,005,465 33 4,275,474,432 67 633,468,967 34) (17 39)
9.1.2.01, Beban Bahan Pakai Habis 111,945,000 00 55,152,000.00 96,793,000 00 50.73
01201.01, | Bevan alat tulis kantor 31,980,000.00 22,492,000.00 9,4588,000.00 29 67
9.1.2,01.03. | Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pyar, battery kering) 5,000,000.00 10,000,000.00 (5,000,000.00) (100.00
0.1.2.01,04. | Beban perangko, materal dan benda pos lai nnya 0.00 2,000,000.00 (2,000,000.90) 0.00
9.1.2.01.05. | Beban peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 5,000,000.00 6,000,000.00 (1,000,000.00) (20,00
g:1,3.01.08. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas 69,965,000.00 14,660,000.00 55,305,000.00 79.05
9.1.2.02. Beban Bahan/Matenial 12,805,000.00 17,245,000 00 (4,440,000.00; (34 67)
91.2.02.01. | Beban bahan baku bangunan 5,000,000 00 0.00 5,000,000.00 100.00
9.1.2.02.07 Beban Bendcra/SpandukIUmbuI-umbul 1,500,000.00 300,000.00 1,200,000.00 8000
9.1.2.02.09. | Beban Cendera Mata M ona e T e et
9.1.2.02.12. | Beban Peralatan dan perlengkapan Kegiatan 2,805,000.00 12,443.000.00 e oo
. Sare S it 136,932,614.00 184,268,458 00 (47,335,844 00) (34 57)
43,632,780 U 41,272,200 2,155,560 00 $.40
M.U},Ol. Beban telepon




(Dalam rupiah)

KODE URAIAN AKUN 2020 2019 Ak (%)
AKUN Penurunan
L 2 3 4 5
9.1.2.03.02. | Bedan A 8,563,200.00 7,436,800.00 1,126,400.00 1315
9.1.2.03.03. | Beban tistrik 15,359,379.00 14,355,438.00 1,003,941.00 6.54
9.1.2.03.05. | Beban surat kabar/majalah 25,000,000 00 21,920,000.00 3,080,000 00 12.32
9.1.203.06. | Beban kawat/faksimili/internet 15,427,255.00 11,854,000.00 3,573,255.00 23.16
|8.1.2 Beban Jasa Kerja 000 42,000,000 00 (42,000,000.00) 0.00
f\ 0 Beban Transportasi, Akomodasi dan Konsums 28,950,000.00 45,425,000.00 (16,475,000.00) (56.91)
9 2 Seban Premi Asuransi 12,661,984.33 4,996,660.67 7,665,317.66 60.54
1.03. | Beban Premi Asuransi Kendaraan Dinas 12,661,984 33 1,996,666 67 7,665,317.66 6054
91205 Beban Perawatan Xendaraan Bermotor S$,785,467 00 133,691,808.00 (127,906,341.00) (2,210.82)
9.1.2.05.01 Beban Jasa Service 0.00 12,000,000.00 (12,000,000.00) 000
9.1.2.05.02 Bedan Penggantian Suku Cadang 0.00 65,000,000.00 (65,000,000 00) 0.00
9.1.205.03. | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0.00 49,000,000.00 (49,000,000.00) 0.00
9.1.2.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 5,785,467.00 7,691,808.00 (1,906,341.00) (32.95)
9.1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan 21,914,600 00 33,749,000.00 (11,834,400.00) (54.00)
$.1.2.06.01. | Beban cetak 10,700,000.00 24,180,000.00 (13,480,000.00) (125.98)
2120602, | Beban Penggandaan ¢ 0.00 9,569,000.00 (9,569,000.00) 0.00
9.1.2.06.03. | Beban Fotokopi dan Penjilidan 11,214,600.00 0.00 11,214,600.00 100 00
9.1.2.10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 13,500,000.00 (13,500,000.00) 0.00
9.1.2.10.05 Beban sewa tenda 0.00 6,000,000.00 (6,000,000.00) 0.00
9.1.2.10.13 Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 0.00 7,500,000.00 (7,500,000.00) 0.00
31211 Beban Makanan dan Minuman 928,878,000.00 861,553,000.00 67,325,000.00 7.25
91.2.11.01 Beban makanan dan minuman hanan pegawai 873,614,000 00 692,840,000 00 180,804,000.00 20.70
9.1.2.11.05 Beban Makanan dan Minuman Kegiatan 55,234,000.00 168,713,000.00 (113,479,000.00) (205.45)|
9.1.2.12. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya * 0.00 40,480,000.00 (40,480,000.00) 000
9.1.2.12.05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) 000 40,480,000 00 (40,480,000 00) 000
9.1.2.13 Beban Pakaian Kena 158,389,000 00 155,848,000.00 2,541,000.00 160
9.1.213.01 Beban pakaian kerja lapangan 158,389,000.00 155,848,000.00 2,541,000.00 1.60
9.1.2.14. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0.00 15,600,000.00 (15,600,000.00) 000
312.14.06. | Beban Pakaian Kegiatan 0.00 15,600,000.00 (15,600,000.00) 0.00
9.1.2.15. Beban Penalanan Dinas 359,691,900.00 624,963,500.00 (265,271,600.00) (73.75)
9.1.2.15.01. | Beban perjalanan dinas dalam daerah 128,049,000.00 196,369,000.00 (68,320,000.00) (53.35)
9.1.2.15.02 Beban perjalanan dinas luar daerah 231,642,900.00 428,594,500.00 (196,951,600.00) (8502)
9.1.2.18. Beban Pemeliharaan 82,000,000.00 43,500,000.00 38,500,000 00 46.95
91.2.18.02. | Beban Pemelharan Peralatan dan Mesin 67,000,000.00 13,500,000.00 53,500,000.00 7985
91.218.03. | Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 15,000,000.00 30,00¢,000.00 (15,000,000.00) (100 00)
9.1.2.23 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12,051,900 00 206,000,000.00 (193,948,100.00) (1,609 27)
912.23.01. | Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan 0.00 206,000,000.00 (206,000,000 00) 0.00
91.223.03. | Beban bimbingan teknis 12,051,900.00 0.00 12,051,900 00 100,09
\9;225 Honorarium PNS 133,350,000.00 200,652,000 .00 (73,302,000.00) (54.97)
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KODE URAIAN AKUN o020 2019 R (%)

AKUN Penurunan

1 2 3 4 5
9.1.2.25.01. | Honorariumi Panitia Pelaksana Kegiatan 133,350,000.00 149,700,000.00 (16,350,000.00) (12.26)
9.1.2.25.08. | Honorarium Tim PNS 0.00 56,952,000.00 (56,952,000.00) 0.00
9.1.2.26. Honorarium Non PNS 1,665,600,000.00 1,678,275,000.00 (12,675,000.00) (0.76)
9.1.2.26.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 36,000,000.00 50,275,000.00 (14,275,000.00) (39 65)
9.1.2.26.02. | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1,629,600,000.00 1,628,000,000.00 1,600,000.00 0.10
9.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 155,801,104.27 154,156,494.27 1,644,610.00 1.06
9.1.7.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 130,634,863.00 128,990,253.00 1,644,610.00 1.26
9.1.7.01.01. | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin. 130,634,863.00 128,990,253.00 1,644,610.00 1.26
9.1.7.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 25,166,241.27 25,166,241.27 0.00 0.00
9.1.7.02.01. | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan. 25,166,241.27 25,166,241.27 0.00 0.00
9159, Beban Lain-lain 0.00 10,300,000.00 (10,300,000.00) 0.00
9.1.9.03. Beban Lain-lain. 0.00 10,300C,000.00 (10,300,000.00) 0.00
9.1.9.03.01. | Beban Atas Pembelian Barang Ekstrakomtabel 0.00 10,300,000.00 (10,300,000.00) 0.00
9.2 JUMLAH BEBAN 7,257,939,935.60 7,809,155,784.94 (551,215,849.34) (7.59)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (7,257,939,935.60) . (7,809,155,784.94) - °551,215,849.34 (7.59)
? . SAROLANGU Desember 2020
PENGGU, GGARAN

RIDUANMS.STP.ME
19780425 199711 1 001




INBEORINIEUANGAN

TARNURN MNEEARNN 2021




KATA PENGANTAR

Sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pajabat Pengguna
Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD adalah salah satu entitas Pelaporan di
bawah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Laporan tersebut berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- DrsMUSLIHADLM.Pd
NIP. 1965125119920310
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LLaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun yang

terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (¢) Laporan Operasional; (d)
Laporan Perubahan; dan (¢) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pcngcndalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran,
posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sccara Jayak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, Februari 2022
Pengguna Anggaran,

NIP. 1965123'11992031 1




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDA

PATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 Unusan Wajib Pelayanan Dasar
RBidang Pemerintahan : 1. 05 K an dan K Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasl : 1. 05 . 01 Satuen Pollsi Pamong Praja
Sub Unit Organisas! : 1. 05 . 01. 01 Satuan Polisi Pamong Praja
NO. URUT URATAN ANGGARAN REALISAST (%) REAU:SI
2021 2021 20

5 BELANJA DAERAH BELANJA QPERAST 7.168.045.970,00 6.588.102.293,00 9191 7.149.825.900,00
S Belanja Pegawal 7.163.040.970,00 6583.007.293,00 91,90 7.105.825.900,00
5 Stol s, serg O o= 4.010.049.958,00 3.462.832733,00] 86,35 3.430-103.26*5.?;3j
5.1.2 BELANJA MODAL 3.152.991.012,00 3120264560,00] 9896 3675722534
S- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.005.000,00 5,005.000,00| 100,00 44,000.000,00
5 2 5.005 00000 500500000 10000 44 000 000

= SURPLUS / (DEFISIT) (7.168.045.970,00) (6.588.102.293,00)| 91,91 (7.149.825.500,00)

(7-168.045.970,00) (6.588.102.?93,00) 91,91 (7.1493?_5.%0,(0)




NER

PEMEBINUAH KARUPATEN SAROLANGUN

Ny

Uivisan Baientntahan |
PRI Masiarakat
VA Oipaniteant 1 o

{ URAYAN
| ASEY
ARE T LANCAR
Nas it Bandahaia Peagehiaan
falaan Dibavar Dinuka
Parsexiaan
JUMLAN ASET LANCAR
AREY TETAR
Tanan
Paralatan dan Mesin
Gaxhung dan Rangunan
Jalan, Jaringan, dan Tipast
Aset Tetap Lalonya
Konstrukst Dalam Pengerjaan
Akumutast Penyusutan
JUMLAH ASEY TETAR
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Binak Ketiga
Aset Tidak Benwujud
Aset Laln-laln
Akumutast Amortisast Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lalnnya
JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWANBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Baglan Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

DO embe

W2t

) A O Batuan s Banong Baga
Sud Ut Oegadttsast 1408 0L 01 Satuan Nolist Pamong Praga

dhan 00

O% Ui Waity Playanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

(Datan Ruplah)

2021 2020
0,00 0,00
11,536,173,00 2.474.182,00
0,00 0,00
11,536.1723,00 2,474.182,00
0,00 0,00
2.356.986,540,00 2.351.981,540,00
1,546,607.760,63 1.546.607.760,63
72,616.250,00 72.616.,250,00!
0,00 0,00
0,00 0,00
2.576.799,701,02)]  (2.381.857.516,13)

1.399,410.849,61

1.589.348.034,50

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.410.947.022,61|  1.591.822.216,50
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.191.000,00 0,00

0,00 0,00

1.191.000,00 0,00
1.191,000,00 0,00
1.409.756.022,61 1.591,822,216,50
1.591.822.216,50

1.410.947.022,61

NIP, 196512311992031091



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Periindungan Masyarakat
Unit Organisasl : 1. 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unlt Organisasi : 1.05 . 01. 01 Satuan Polisi Pamong Praja

NO. URUT URAIAN — SALD [KENAIK (
n n AN/ -~
2021 2020 | (PENUR
KEGIATAN OPERASIONAL
< BERAN 5770165.4%6,80|  7.257.939.935,60] (487.771.44871)| (6,72)
SeLel Beban Pegawal S762832733,00] 343010336600  32729.367,001 05
8.1.2 Beban Barang dan Jasa 3112393.569,00  3.672.035.46533] (559.641.896,33) (15,24)
8.1.3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00|
8.1.4 Beban Subsidl 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.5 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00/ 0,00
8.1.6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
S Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.8 Beban Lain-lain 0,00 0,00, 0,00 0,00
8.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 123.681.946,32 130.634.863,00]  (6.952.916,68)| (532)
(3737 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 71.260.238,57 25.166.241,27 46.093.997,30| 183,16
8.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigas 0,00| 0,00| 0,00 0,00]
8.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lalnnya 0,00! 0,00 0,00 0,00
Clozds Beban Penyusutan Aset Lalnnya 0,00 0,00 0,00 0,00
B.2.6 Beban Amortisas! Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.1 Beban Bagl Hasll 0,00 0,00 0,00] 0,00
817352 Beban Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (6.770.168.486,89) (7.257.939.935,60) 487.771.448,71| (6,72)
(6.770.168.486,89) (7.257.939.935,60) 487.771.448,71| (6,72)
A pidtiond, N
+ \Sarolangun; - Februar 2022
Pengguna Anggamn

NIP; 1965123119920310911




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
1.01.05.01. SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 dan 2020

NO URAIAN 2021 2020
1 EKUITAS AWAL 1.591.822.216,50 1.700.802.924,10
2 RK PPKD 6.588.102.293,00 7.149.825.900,00
3 Surplus/Defisit - LO (6.770.168.486,89) (7.257.939.935,60)
4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 0,00 (866.672,00)

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

JUMLAH EKUITAS AKHIR

1.409.756.022,61

1.591.822.216,50

Sarolangun,. ﬁFebruari 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. MUSLIHADI, M.

NIP. 196512311992031091



BAB |
PENDAHULUAN

L.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk meyediakan
) £ g

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan ofisiensi suatu entitas pelaporan
serta membantu menentukan ketaannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
ai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

entitas pelaporan dalam mencap

(b) Manajemen
Membantu para pen
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

gguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kep
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui se
atas pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan sumber daya yang

ada masyarakat berdasarkan

cara terbuka dan menyeluruh

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

realisasi anggaran,
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
mengenai alokasi sumber daya, dengan cara :
(a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah;
(b) Menyediakan informasi mengenai sumber,
yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
gaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

(c) Menyediakan informasi mengenai ba
dan mencukupi kebutuhan kasnya.

(d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya.

(e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.




1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah dacrah antara Jain:

a.
b.

C.

Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor. | Tahun 2003 tctang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan [aerah;
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi

No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kenangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dal
omor 13 Tahun 2006 tentang

Peraturan Pemerintah

Pedoman Pengelolazan

Nc

am Negeri No.

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri N
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sarolangun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten

Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tzhun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Sarolangun Nomor 89 T ahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja




Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 20213
ang Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tent

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual;
g Perubahan atas Peraturan

t Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2017 tentan
Akuntansi Pemerintah

Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual;
Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

aan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan @
kut :

77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelol tas laporan keuangan Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai beri

BabI Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab Il Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab III Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
os-Pos Laporan Operasional

3.3 Penjelasan P
-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.4 Penjelasan Pos

clasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab IV Penj
sasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Reali
4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Ope
rubahan Ekuitas

rasional

4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Pe

BabV Penutup
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BAB II

IKHTISAR PENCAPATAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Renlisasi Pencapaian Target Kine

rjn Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja .

Dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja

mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar

melaksanakan 6 Program dan 16 Kegiatan. Pada akhir tahun angg
Rp6.588.102.293,00 atau sebesar 91,91%. lkhtisar realisasi pencapaian target kinerj

Qatuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.1.01

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2021

Anggaran Setelah

-

Realisasi (Rp)

Rp7.168.045.970,00 yang digunakan untuk
aran realisasi APBD adalah

a keuangan

%

Bupati/Wallkota

Ml Perubahan (R
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.891.219.958,00 3.344.002.733,00 85,94
(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.860.769.958,00 | 3.31 3.552.733,00 85,83
(2). Koordinasi dan Pelat 1 Akuntansi SKPD 30.450.000,00 30.450.000,00 | 100,00
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.035.122.220,00 | 1 .029.747.950,00 99,48
l('za)n :’renyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4.990.282,00 4.990.282,00 | 100,00
(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.978.936,00 15.926.300,00 | 98.67
(3). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.304.252,00 8.298.150,00 | 99,98
(4). Fasilitasi Kunjungan Tamu 920.980.750,00 915.665.300,00 | 99,42
(5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.068.000,00 68.068.000,00 | 100,00
(6). ,Ea%kaug%;elaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 16.800.000,00 16.800.000,00 | 100,00
Jll. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.788.991.822,00 | 1.761 .799.950,00 98,48
(’ ). Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.497.000,00 2.485.000,00 99,52
(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.378.220,00 99.548.350,00 95,37
E;/). P:nyed aan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.682.116.602,00 | 1.659.766.600,00 98,67
2 emeliharaan B
D et o Millk Daerah Penunjang Urusan 128.070.000,00 | 127.994.400,00 | 99,94
(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 128.070.000,00 127.994.400,00 99,94
V. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umam
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 297.636.610,00 297.577.750,00 99,98
(1). Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalul
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 78.597.350,00 78.552.800,00 99,94
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Peng lan :
(2). Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
sertaPerlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota 18.041.850,00 19.041.850,00 | 100,00
(3). Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum 199.997.410,00 199.983.100,00 | 99,99
VI. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota 27.005.360,00 26.979.510,00 99,90
7). Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
(1) g a9 27.005.360,00 26.979.510,00 | 99,90

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara fisik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sarolangun pada Tahun Anggaran 2021 ini telah memenuhi target yang hendak dicapai,

walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran ada yang belum 100%. Kendala yang dihadapi oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini adalah system

teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang namun peningkatan kapasitas

dan kualitas sumber daya manusia cenderung Jambat dan stagnan serta resisten terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi.

Sedangkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2021 adalah



adanya pandemi wabah COVID 19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Kejadian tersebut
mengakibatkan adanya refocusing APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dimana tegjadi
pemotongan dan pengalihan dana APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pencegahan
pandemi wabah COVID 19 sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan pads APBD

Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat terlaksana.
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BAB I
PENJELAS o DAL
NJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1, PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

T
ahun 2021 Tahun 2020
Rp6.588.102.293,00 Rp7 .149.825.900,00

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggarat 2021

adalah sebesar Rp7.168.045.970,00 dengan realisasi sebesar Rp6.588.102.293,00 atau sebesar
61.723.607,00 atau sebesar 7,86%

ini disebabkan

1. Rincian

911916 Reatisast Belanja Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp5

dibandingkan realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp7.l49.825.900,00. Penurunan

4 Modal Tahun Anggaran 202

Eiticy2 ancestan dan realisasi Belanja Operasi dan Belanj
Anggaran 2021 dapat dil

jhat dalam

Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun

tabel berikut ini :
Tabel. 3.1.01
l-\.nggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

2021 ‘.
Keterangan % Realisasi
Anggar Realisasi 2020

5.562.007.295,00_9190] Rp 7.105.825.800,00

Rp

Rp  7.163.040.970,00
Rp  44.000.000,00

Belanja Operasi

Rp 5.005,000,00 100,00

i

Belanja Modal Rp 5.005.000,00
Jumlah Rp 7.168.045.970,00 Rp 6.588.102.293,00 92,51| Rp 7.149.825.900,00
3.1.1.1, Belanja QOperasi
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp6.583.097.293,00 Rp7.105.825.900,00

Praja Kabupaten Sarolangun Tahun
besar Rp6.583.097 293,00 atau sebesar

Operasi Satuan Polisi Pamong
i sel
besar Rp522.728.607,00 atau

63 .040.970,00 dengan realisas

rasi Tahun Anggaran 2021 turun se
Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp7.105.825.900,00,

ada anggaran dan realisasi Belanja khususnya Belanja

Anggaran Belanja
Anggaran 2021 sebesar Rp7.1
91,90%. Realisasi Belanja Ope

sebesar 7,36% dibandingkan realisasi
abkan adany2 pepurunan p

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Rinci

Praja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabe

Penurunan ini diseb:
an mengenai Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong

1 di bawah ini.



e Tabel. 3.1.02

Satuan Polisi n dan Realisasi Belanja Operasi

si Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2021

Keterangan 2021

% Anggaran Realisasi

Belanja Pegawal Rp  4.010.049.958,00 |Rp 3452‘532‘7330

s ang&Ja:sa Rp 3.152.691.012,00 {Rp 3420.254.5501“‘@ 3.675.722.534,00
Jumiah Rp 7.163.040.970,00 |Rp 6.583,097,293,

3.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2021 Tahuon 2020
Rp3.462.832.733,00 Rp3.430.103.366,00

Anggaran 2021 sebesar

Praja Tahun
Realisasi Belanja

3,00 atau 86,35%.
pegawai Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp32.729.367,00 atau sebesar 0,95% dibandingkan

ai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.460.133.366,00. Kenaikan ini
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan
SN. Rincian mengenai Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong
Rp4.010.049.958,00 dengan realisasi sebesar Rp3.462.832.73

realisasi Belanja Pegaw:
disebabkan naiknya anggaran dan realisasi
Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya A
21 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.1.03
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawali
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sarolangun

Tahun Anggaran 20!

Tahun Anggaran 2021
""‘_'—T—————"’—'ﬂ
Keterangan 2 % Realisasi
| it ool 2020
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 84,33 Rp 2.617.061.851,0
Belanja Tambahan penghasian ASN 728325.189,00 9226 Rp 813.041.51 5.00
;""‘bl. gzl g “‘Fsaa"” L:;‘:;s"m Rp 14928000000 10000 Ro it
| e e
Jumizh Rp 4.014.755.432,50 3.452.832.733,00 8535 Rp 3.430,103.366,0
3.1.1.1.2. Belanj2 Barang dan Jas2
Tahun 2020 Tahun 2019
Rp3 120.264.560,00 Rp3.675.722.534,00
Anggaran Belanja Barang dan Jasa Satual Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebesar
realisasi sebesar Rp3.120.264.560,00 atan 98,96%. Realisasi Belanja

457.974,00 atau sebesar 15,11% dibandingkan
esar Rp3.675.722.534,00.

Rp3.152.991.012,00 denga?
Barang dan Jasa Tahuo 2021 turun sebesar Rp555

dengan Realisasi Belanja Barang 420 Jasa Tahun Anggaral 2020 seb
grunnya 2nggaran dan realisasi Belanja Barang dan Belanja

Penurunan tersebut disebabkan meT
; Perjalanan Dinas Tahun Anggarat 2021. Rincizn mengenai Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran
| 2021dapatdilihatdalamwbleberﬂmtini
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Iubal, 51,04
'/\nuummn dun Honllsssl Belan)a Berang dan Jesa
intiian Pollsl Pamong Prajs Kebupatsn Sarolangun

Tahun Anggaran 2021 -
{ Uralan / ez - j Realiss®) 2020 |

S nggetan (1) Veplisasl (1) \ ',’:”,'?“;;,_5,; (Rg) ,_A;

Halanis Barmng ‘ 14561 762,00 | 140 507,610,00 | " Gaps | 120 3
5| Balanja Jase 2.604.118,270,00 | 2.012.6/1.000,00 Ll "(’-m"("?g'o‘r%%%
5 : [m!nﬂ)ﬂ pemaliharman G9.070.000,00 44.061.760,00 49,99 00 8
3| olanjn Porjatanen Dinas 204.524.000,00 | 269.574,000,00 100,00}

Hiah 3A2.991.012,00 | 5,120,264,660,00 ] 4,06 ) 3.6757

3.1.1.2 Belanjn Modal

Tahun 2021 Pahun 2020
1Rp5.005.000,00 Rp44.000.000,00

paran 202 ] sebesar

Anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Ang
i Belanja Modal

RpS.O()S,O()(),()() dengan realisagi sebesar Rp5.005.000,00 atau 100,00%, Realisas
gan realisasi

Tahun 2021 turun sebesar Rp38.995.000,00 atan sehesar 88,63% dibandingkan den
20), Satuan

pelanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebegar Rp44.000,000,00, Pada Tahun Anggaran 20

polisi Pamong Praja hanya menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tabel. 2.1.06
Anggaran dan Reallsasl Belanja Modal
Satuan Pollsl Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

. Tahun Anggaran2024
S e 202 BB .___q
No Uralan Anggaran (Rp) Roallsasl (Rp) Persentass RaalI?;sl)zozo
| — R (%) i
1| Belanja Modal Peralatan dan Mesin ] 100,00 44,000.000,00
jumlah .000,00 | 100,00 44,000,000,00 |
3.1.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp5.005.000,00 Rp44.000.000,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Tabun Anggaran
2021 sebesar Rp5.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.005.000,00 atau 100,00%. Realisasi
Belanja Modal Tahun 2020 turun gebesar Rp38.995.000,00 atau sebesar 88,63% dibandingkan dengan
odal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.000.000,00.

nnya anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun

realisasi Belanja M
Penurunan ini disebabkan turu
Anggaran 2021, yaitu hanya Belanja

Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel, 3.4.06
Anggaran dan Realisas] Belanja Modal Peralatan dan Mesin
gatuan Pollsl Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Modal Alat Kantor dan Rumahtangga. Rincian Belanja Modal

2021

KM 9
il Anggaran Roallsasl 0 Reallsasi 2020

Bolanja modal Pengadaan Alat Kantor dan Rp 5.005.000,00 [Rp 5.005,000,00 100,00]Rp  44.000.000,00

Rumah tangga
mian > 500500000 [Rp 6:008.000,00 | 100,00[Rp 44,000.000,00




=

3.1 3 Surplns/(l)cﬁsii)

Tabun 2021
(Rp6.588.102.293,00) Loltun 202
(Rp7.149.825.900,00)

gurplus/(defisit Satu

;uOrZs : 7(0 o, )l \t:l.m ‘pohm Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 dianggarkan gebesar
7.168.042-2 7% orenlisasi sebesar (Rp6.588.102.293,00) atau gebesar 91,91%: Realisasi
1.723.607,00 atau gebesar 7,86%
900,00). penurunan

enai

S“rplus/(deﬁsit) Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp56
jibandingkan dengs? ealisasi Surplus/(defisit) tahun 2020 sebesar (Rp7-149 825
ini disebabkan turunnya anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

SurplllS/(DeﬁSit) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rincian meng

fa p Tabel. 3.1.07

aran dan Realisasl Surpluel(Doﬂslt)

satuan Polisl Pamong Praja Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2020

2021
% Reallsasl 2020

Anggaran
Rp  7.168.045.970.00 R 77149,826.900,00
m 7.149.625.800.00)

Rp  (7.168.046.970,00) kP (6.568.102.203,00)

Keterangan

I

pendapatan

Belanja
Surplus/(Deﬁsit)

‘

R

!
i

!

3.2. I’ENJELASAN POS-POS NERACA
3.2.1. Aset
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp1.410.947 .022,61 Rpl.591.822.216,50

olisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.410.947.022,61
1,36% dibandingkan Nilai Aset
ran 2021 disebabkan adanya

Praja Kabupaten

Nilai Aset Satuan P
3] Desember 2020

3,89 atau sebesar 1
ai Aset Tahun Angga

Aset Satuan Polisi Pamong

turun sebesar Rp180.875.19

sebesar Rp1.591.822.216,50. Penurunan nil

set Tetap: Rincian pilai
i berikut :
3

2021 adalah sebaga
Tabel. ,2.01

Rincian Aset
Satuan Polisi pamongd Praja

Tahun Ang garan 2021
umiah (Rp)

2.474.182,00

399.41 0,849,61 1 '580.348.034,50

1
1.691.822.21 6,50

penurunan pada nilai A
Sarolangun Tahun Anggaran

Naik/turun

Uraian

i

5,061.991,00
184,89)
(160,875.198,89)

1 | AsetLancar

2 [ AsetTetap
Jumlah




3‘2'1_1, Aset Lancar

Tahun 2023
Rpll.5
P11.536.173,9¢ Tahun 2020
Rp2.474.182 09

Nilai Aset Lancar Satuap Polisj
. isi
Rp11_536.173,00 naik sebesar Rp9.061 991,0
pesember 2020 sebesar Rp2.474 ; 82,00. Kenaikap ¢, i
. o o ersebut disebabk

Pamgo g
Mg Praja per 3; Desember 2021

: sebesar
atau sebesgr 366,26%

dari nilai Aset Lancar per 31

an naiknya nilai Beban Dibayar

3.2.1.2. Aset Tetap

Tahun 2021
Rp1.399.410.849,61 Laln 2020

Rp1.589.348.034,50
Nilai Aset Tetap Satuan p

olisi  Pamong Prajn  per 31 Desember 2021 sebesar
Rp1.399.410.849,61 turun sebesar Rp189.937.184.80 atau 11,95% dibandingkan saldo per 31

enurunan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2021
disebabkan adanya penurunan pada nilai Aset Tetap Lainnya yang disertai dengan meningkatnya nilai
penyusutan aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.2.03
Rincian Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja

Desember 2020 sebesar Rp1.589.348,034.50. p

Tahun Anggaran 2021
Keterangan 2021 (Rp) 2020 (Rp) Naikiturun (Rp) %

Peralatan dan Mesin 2.356.986.540,00 2.351.981.540,00 5.005.000,00) 0,21
Gedung dan Bangunan 1.546.607.760,63 1.546.607.760,63 0,00 0,00
Jaringan, Irigasi, dan Jalan 72.616.250,00 72.616.250,00 0,00 0,00

(2.576.799.701,02) (2.381.867.516,13) (194.942.184,89) (8,18
S Penyjsmt::h 1.399.410.849,61 1.589.348.034,50 (189.937.184,89)| (11,95

um

3.2.2. Kewajiban

,‘ ahun Anggﬂ an 0 1
g T 2 2
Kewa]lbaﬂ yang ada pada Satua" IOllsx }alnoﬂ Praja dala[n [

adalah Kewajiban Jangka Pen
dalam jangka waktu kurang dar

dek, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya
€K,

i 1 Tahun.

3.2.2.1. Kewajiban Jangka Eendek

Tahun 2020
Tahun 2021 Rp0,00

00 31
Rp1.191.000; ; Praja Kabupaten Sarolangun per
lisi Pamong r1éJ
k Satuan PO

d
Nilai Kewajiban Jangka Pe;I1 t:) :
191,
Desember 2021 sebesar RpRp! :
dibandingkan dengan pilai Kewaj!

tan
Kewajiban Jangka Pendek berupd Utang

. sebesar RoLISLO0000 siesseet R
0’00 na

ber 2020 sebesar Rp0,00.
dek per 31 Desem
]angka Pen

Jasa Air.



2.3, Ekllil"-“
2 Tahun 2021

Rp1L.409.756,022.61 Lahun 2020

Rp1591.822.216,50
ilai Ekuitas Satuan Poligi p :
Nilai olisi | among Prajy per 3| l)(.,,m,,”m.)“,)] ssbesar Rpl 409/756.000.61
run sehesar Rpl-\‘l.ﬂ()(\_l‘)j‘}{ Vel ebesar Rpl.409.756.022,61,
urutd 3

“andenpgan nilag Fkuitas

(8

; ) atay 11,449, (lilmn(linul R
030 sebesar Rpl.591.822216,50, 11y 4, liscby e :
5 1 i adanyp peningkatan dari nilai Akumulasi
pPenyusutan Aset Tetap.

33, PENJELASAN POS-POS |

APORAN OI‘ERASI()NAL (LO)
3.3.1. Beban
Tah
ahun 2021 Tahun 2020
Rp6.770.168.486,89 Rp7.257.939.935.60

Nilai Beban Satuan Polisi Pamong P

raja per 31 Desember 202 sebesar Rp6.770.168.486,89,
turun. sebesar Rp487.771.448,71 atau sebesar 6,72%

dibandingkan dengan Nilai Beban per 31
Desember 2020 sebesar Rp7.257.939.935,60. Penurunan ini disebabkan turunnya Beban Barang dan
Jasa, walaupun Beban Pegawai dan Beban Penyusutan d

an Amortisasi mengalami kenaikan. Rincian
am tabel berikut inj.
Tabel. 3.3.01
Rincian Beban
Satuan Polisj Pamong Praja

mengenai Beban per 31 Desember 2021 dapat dilihat da].

Tahun Anggaran 2021
Keterangan 2021 (Rp) 2020 (Rp) Naik/turun (Rp) %
Beban Pegawai 3.462.832.733,00|  3.430.103.366,00 32.720.367,00 0,95
Beban Barang & Jasa 3.112.393.569,00|  3.672.035.46533 (559.641.896,33)| (15,24
Beban Penyusutan dan Amortisasi 194.942.184 89 155.801.104,27 39.141.080,62) 25,12
Jumlah Beban 6.770.168.486,89  7.267.939.935,80 (487.771.448 71) (5,72
3.3.1.1 Beban Pegawai
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp3.462.832.733,00 Rp3.430.103.366,00

Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021  sebesar
Rp3.462.832.733,00 naik sebesar Rp32.729.367,00 atau 0,95% dibandingkan nilai Beban Pegawai per
31 Desember 2020 sebesar Rp3.430.103.366,00. Kenaikan Beban Pegawai per 31 Desember 2020
disebabkan adanya kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Beb.an Tembahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Rincian mengenai Beban Pegawai per 3

Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel. 3.3.02
Rincian Beban Pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2021

Keterangan

2021 (Rp) 2020 (Rp) Naik/turun (Rp) | %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN 2841.507.611,00| 2,617,081,851.00 24.535.7680,000 0,94
Beban Tambahan Penghasilan ASN 671.955.122,00 813,041,515.00| (141.086.393,00)| (17,35
Beban Tambahan Pe.ngha.\silan berdasarkan .280.000,000 0,00l
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 148.280.000,00 0,00] 149.2
Jumlah 3.462.832.733,00|  3.430.103.366,00 32.729.367,000 0,95
3.3.1.2. Beban Barang dan Jasg
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp3.112.393.569,00 Rp3.672.035.465,33

Beban Barang dan Jagq Satuan Polisi p

Rp3.112.393.569,00 turun sebesar Rp559,6
dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.6
hampir seluruh elemen Beban Barang dan Beban
dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut inj,

Tabel. 3.3.03

Rincian Beban Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja

among, Praja per 31 Desember 2021 sebesar
41.896,33 atau 15,24% dibandingkan nilai Beban Barang
72.035.465,33. Penurunan ini disebabkan turunnya

Perjalanan Dinas. Rincian mengenai Beban Barang

Tahun Anggaran 2021
Keterangan 2021 (Rp) 2020 (Rp) Naik/turun (Rp) %
Beban Barang 149.307.810,00| 1.233.931 -600,001 (4 .084.623.790,00 (87,90)
Beban Jasa 2.564.700.009,00| 1.996.411 .965,33 568.288.043,67] 28,47
Beban Pemeliharaan 99.061.750,00 82.000.000,00 17.061.750,001 20,81
Beban Perjalanan Dinas 299.324.000,00 359.691.200,00 (60.367.500,00 (16,78
Jumlah 3.112.393.539,00 3.872.035.485,33 (559.641.896,33 (15,24

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Beban Jasa
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.870.991,00 hal ini karena adanya jurnal balik Beban dibayar
dimuka (Pajak kendaraan dinas) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.474.182,00, jurnal penyesuaian
Beban dibayar dimuka (pajak kendaraan dinas) Tahun Anggaran 2021 Rp 11.536.173,00 dan Jjurnal
penyesuaian Beban Jasa Air Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.191.000,00

3.3.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021 Tahun 2020
Rp194.942.184,89 Rp155.801.104,27

Beban Penyusutan dan Amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja 31 Desember 2021 sebesar
Rp194.942.184,89 naik sebesar Rp39.141.080,62 atau 25,12% dibandingkan saldo Per 31 Desember
2020 sebesar Rp155.801.104,27. Naiknya Beban Penyusutan dan Amortisasi ini disebabkan naiknya
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember
2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

12




Rincian Beban ;';:bol. 3.3.04

nyu :
Satuan Pollgyu sutan dap Amortisag|

Pa
Tnhun Anng'nmong Praja
geban Penyusutan Peralatan dap Masin

3 Nalk/turun %

(6.952.816 68) (5,22)

« 46.093.997,300 183,16
39.141.080,620 25,12

3.3.3. Surplus/(Defisit) - 1,0

Tahun 2021 Tahvn 2020
e ey al
(Rp6.770.168.486,39) =
(Rp7.257.939.935,60)

Tabel. 3.3,05
Rincian Surplusl(Deﬁsit) LO
Satuan Polisj Pamong Praja

Tahun Anggaran 2021
\
Keterangan 2021 (Rp) 2020 (Rp) Naikiturun (Rp) | %
Pendapatan 0.00L 0.00 0,00 0,00
Beban 6.770.168.486,89 7,257,939,935.60| (487.771.448,71) (7,06)
Jumlah (8.770.168.486,89) 7 257.030.935.60 487.771.44871]  (7,08)
3.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
Tahun 2021 Tahun 2020
Rp1.409.756.022,61 Rp1.591.822.216,50

Nilai Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 sebesar
Rp1.409.756.022,61 turun sebesar Rp182.066.193,89 atau 11,44% dibandingkan dengan Nilai Ekuitas
Akhir Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.822.216,50. Perubahan

nilai ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.4.01
Rincian Perubahan Ekuitas
Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2021

2021
No Uraian

2020

1.691.822,216,50)
1 [Ekuitas Awal

1,700,802,924.10f

(6.770.168.486,89)  (7,257,939,935.60
~-LO
I s e 6.588.102.293,000  7,149,825,900.00!
K PPKD
v 0,004 866,672.00
Dampak Akumulatif Perubahan KebljakanIKesalahan Mendasar: (

1.409.756.022,61

kultas Akhir

1,691,822,216.50)




BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASLINFORMASI NON KEUANGAN SKPD

41 wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melaluj Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang
panbentulmﬂ Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muzro Jambi dan ¥.zbupaten
ung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentzng

Tanj
perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupzte

-

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnyz diperkuzt dengzn
Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekarzn
Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letzk geografis padz
1020 (3307 1030 13” 17”7 BT dan 010 53° 397 LS - 020 46° 247 LS, dengan batas '}(’”Z}&h

administratif sebagai berikut.
1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utarz, Sumaterz Selatan
3) Sebelah Timur  : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuzsin
4) Sebelah Barat  : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 9 kelurzhan, dan 149 desa, dengan Inas
wilayah seluruhnya mencapai 6.174 km?. Kecamatan dengan wilzyah paling luzs zdalah Kecamatan
Pauh (1.770 km? atau 28,67% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun).
42 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai
ibukota Kabupaten Sarolangun yang terletak di Komplek Perkantorzn Gunung Kembang Kelurahan
Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun. Satuan Polisi Pamong Praja Kzbupaten Szrolangun
dipimpin oleh seorang kepala yang disebut dengan Kepala Satnan (Kasaf), szat ini Satuan Polisi
Pamong Praja dipimpin oleh Drs. MUSLIHADL M.Pd.

43 Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Dana Non-APBD
Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

- Tahun Anggaran 2021, disamping dibiayai oleh APBD Kzbupaten Sarolangun juga dibizyai oleh
Aana-dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dalam bentuk danz Tugas Pembantuzn, yang
%WSMPOM Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

T"@’PﬁnbantuanmempakanpenugasandaﬁPmerimahkepadaDmh dan/atau desa atau
g %Ww@mmwmmmmmmmwmmak@m
Temugaskan, Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lcmbags
%mwwamwmmmmmpm
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tuan dilaksanakan setelah - adanya penugasan Pemerintah melalui  kementerian
kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk
_dianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerab.
pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKpp yang ditetapkan oleh Gubernur,
wﬂmwmmmmhuhnmnkuj.mmkmwﬁm
aga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Rencana kerja dan
kepadaDPRDpﬂdlsaltpembehmancmgmAPBD.Pmdmunduhm
pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifu fisk

tausahaan kevangan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari penatausahaan
_ dalam pelaksanaan Dekonsentrasi  dan  Desentralisasi.  OPD menyelenggarakan
pagn uang/barang Tugas Pembantuan secara tertib sesusi dengan peraturan perundang.
dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepsds Kepala Daersh, Kepala Dacrah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanasn kegintan Tugas
kepada menteri negara/pimpinan lombags yang menugssiansesusl dengan ketentuan

barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantusn menjedi barsng milik Negara.
Jik Nogara terscbut dapat dihibahkan kepada Daersh. Barng milik Negars yang dibibabkan
dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. Barang milik Negars yang tidak dibibshken
h wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negars/lembags yaog memberikan




BABV
PENUTUP

Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 disusun

_ untuk membantu para stakeholders yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong
“” on Sarolangun memahami dan menilai scjauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong
% on Sarolangun selama Tahun Anggaran 2021 dalam menggunakan sumber daya yang
sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021.

dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi
pagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam mencapai visi dan misi

a"'
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i menyadari dalam ponyq]‘lnn Laporan K’mungm ini masih belum sempurna dan
koreksi lebih lanjut, baik dari segi isi maupun format penyajiannys. Namun kami
m& memberikan yang terbailk  dalam  rangka umuk  memenuhi  prinsip-prinsip
 dan akuntabilitas dengan mengunghapkan kejadian-kejadian baik yang bersifat
,,.,. an non keuangan dalam penatausabaan kewangan pads Setuss Polisi Pamong Praja
olangun, Selain itu saran dan kritik yang membangun dari pars stake holders sangat
agar kami bisa memperbaiki diri untuk menghasilian aporsn Keusngan yang lebih
mendatang,
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